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Abstraksi

Dalam teori hukum Islam (usal al-figh), ijmak (ijma&’) sebagai sumber hukum
ketiga sesudah a-Qur’an dan sunnah (hadis). Pada masa mazhab-mazhab hukum awal,
posisi ijmak pada urutas keempat. Terjadi pergeseran posisi setelah memasuki periode
Imam asy-Syafi’i, dan diperkuat lagi pada periode klasik, fungsi dan kedudukan ijmak
menjadi  statis, rigid, formal, final, tidak prospektif ke masa depan, dan tidak
memungkinkan terjadi ijmak di masa-masa yang akan datang. Permasalahannya adalah,
perlukah konsep ijmak yang telah dikonstruksi oleh para ahli hukum konvensional
direkonstruksi di era modern ini dengan tujuan agar mampu menjawab berbagai kasus
hukum baru yang mengemuka, dan model ijmak yang bagaimanakah yang diperlukan
dalam konteks ijtihad di eramodern.?

Penelitian ini merupakan deskriptif kualitatif yang bersifat normatif doktriner,
dengan sumber datanya literer, yang mengkaji dan menganalisis konsep ijmak dalam
teori hukum Islam menuju rekonstruksi dan pembaruan usul al-figh, dengan metode dan
teknik content analysis, interpretatif, dan holistik.

Temuan penelitian ini: (1) Konsep ijmakpada masa mazhab-mazhab hukum awal
merupakan prinsip jastifikasi untuk menyatakan keabsahan berbagai pendapat yang
berbeda, sebagai upaya mencari titik temu dan bersepakat dalam menetapkan hukum
syar’i. Al-Qur’an dan sunnah sebagai dalil yang mencipta, sedangkan kiyas, ijmak, dan
yang lainnya sebaga dalil yang menyingkap dalam menemukan hukum. (2) Konsep
Ijmakpada awal nya sesuatu yang dinamis dan terjadi hubungan integratif yang harmonis
antara sunnah-ijtihad-ijmak, tetapi setelah periode asy-Syafi’i, ijmak berubah dan
bergeser menjadi statis, formal, tidak prospektif ke masa depan, obyek kajian sangat
terbatas, dan ijmak hanya memungkinkan terjadi di masa sahabat, ke depan tidak
mungkin terjadi. Lebih diperparah lagi pada periode klasik, ijmak menjadi sesuatu yang
sudah final, dan tidak bisa diubah hingga “pintu ijtihad tertutup”, konformitas
berkembang dan fanatik mazhab. (3) Model ijmak yang diperlukan di era modern ini
adalah ijmak demokratis yang diorganisir dalam bentuk lembaga legidatif tingkat
nasional dan internasional. Lembaga-lembaga ini dibutuhkan untuk mengakomodasi
berbagai kepentingan dan kesepakatan di setiap negara bangsa, dan dunia internasional
untuk membahas isu-isu krusia internasional, seperti problem kemanusiaan, HAM,
keadilan, ekonomi, dan terorisme dengan tanpa memandang latarbelakang etnis, ras,
agama dan budaya, yang penting bersama-sama memiliki komitmen terhadap perbaikan
hidup manusia di dunia internasional. Dan hasil-hasil ijmakforma dan non formal
tersebut pada saatnya bisa diubah kembali sgalan dengan perkembangan situasi dan
kondisi zaman modern.
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A. Pendahuluan

Daam teori metodologi pemahaman
hukum Islam (usal al-figh) disebutkan
bahwa sumber® pokok (primer) hukum
Idam adalah a-Qur’an dan sunnah.
Sedangkan yang lainnya hanyaah sebagai
penunjang (sekunder) terhadap kedua
sumber tersebut, seperti ijmak, kiyas, dan
lan-lan. Fazlur Rahman mengatakan
bahwa yang betul-betul landasan atau
sumber materiel adalah al-Qur’an dan
sunnah. Sedangkan ijmak merupakan
dasar formal, dan kiyas adalah sebagai
aktifitas penyimpulan analogi yang efisien.?
Tetapi setelah teori hukum tersusun
terutama di masa asy-Syafi’i, sumber
hukum itu disistematsir dan diurutkan
menjadi: a-Qur’an, sunnah, ijmak, dan
kiyas.® Penetapan sumber hukum tersebut
menjadi doktrin kemudian oleh mayoritas
ulama (Jumhir al-Ulama’) disepakati
dan wajib diikuti dalam mengistinbatkan

Term sumber (masdar atau masadir)
sebagai pengganti dalil (ad-dalil) merupakan
term baru, yang kelihatannya dipengaruhi oleh
peristilahan hukum sekuler Barat. Term baru ini
digunakan oleh para pakar pemikiran hukum
Islam dalam literatur usdl al-figh yang terbit
pada akhir abad ke 14 hijriyah, atau pertengahan
abad ke 20 Masehi, seperti terlihat dalam karya
Abdul Wahhab Khallaf “Masadir at-Tasyri’ fi
ma la Nassa Fih” dan “Masadir al-Ahkam al-
Islamiyyah” karya Zakaria Sabri.

“Fazlur Rahman, Islam, diterjemahkan oleh
Senoadji Saleh, (Jakarta: PT Bina Aksara, 1987),
h. 106.

® Muhammad bin Idris asy-Syafi’i
(selanjutnya ditulis asy-Syafi’i), Ar-Risalah,
(Mesir: Dar al-Fikr, t.t.), h. 39. Al-Umm (Mesir:
Maktabah al-Kulliyyah, 1961), Juz ke 5, h. 246.

hukum.* Adapun selebihnya, seperti
istislah, istihsan, gaul sahabi, ijma’ ahli
Madinah, ‘urf (al-‘adah), sad az-zari’ah,
dan syar’u man gablana merupakan dalil
yang diperselishkan eksistensinya di
kalangan para ahli ustl.>Menurut Najm
ad-Din at-Tafi (w. 716 H) tidak kurang
dari 19 macam sumber (dalil) hukum
yang diperselisihkan.® Bahkan lebih dari
itu, jJumlah seluruhnya adalah sebanyak
45 macam dalil hukum.”

Pada masa Rasulullah, apabila muncul
suatu kasus hukum baik yang berhubungan
dengan Allah (habl min Allah) maupun
dengan sosial kemasyarakatan (habl min
al-nas), maka Allah menurunkan wahyu
untuk menjelaskannya, meskipun penjeasan
wahyu itu pada umumnya bersifat global
(ijmali), tidak secara detail (tafsili). Dari
kondisi ini, di satu sis Rasulullah
sebagai orang yang diberi kewenangan
untuk menjelaskan wahyu, dan di sis
lain beliau berkewgjiban untuk menjawab
dan menetapkan ketentuan hukum dari

berbagai kasus hukum yang dihadapinya.

4 Zaky ad-Din Sya’ban, Usil al-Figh al-
Islami, (Mesir; Dar al-Ta’lif, 1964), h. 27.

® Lihat, Muhammad Sa’id Ali Abdu
Rabbih, Buhds fi al-Adillah al-Mukhtalaf Fiha
‘Ind al-Usaliyyin, (Mesir: Matba’ah al-Sa’adah,
1400 H/1980 M). Zaky ad-Din Sya’ban, Usal al-
Figh al-Islami, op-cit., h. 28.

®Mustafa Zaid, al-Maslahah fi at-Tasyri’ al-
Islami wa Najm ad-Din at-Tafi (Mesir: Dar al-
Fikr al-*Arabi, 1384 H/1964 M), h. 117.

"Lihat, Abdurrahman Dahlan, Ushul Figh
(Jakarta: Penerbit AMZAH, 2010), h. 197.



Karena itu, Rasulullah terkadang harus
menggunakan akal (ra’y) yang disebut
dengan ijtihad dalam menetapkan hukum.
ljtihad Rasulullah pada dasarnya
merupakan manifestasi dari pemahaman
mendalam terhadap wahyu, karena
semua hasil ijtihadnya dipandu oleh
wahyu. Pdaksanaan ijtihadnya, terkadang
dilakukan melalui musyawarah dengan
para sahabat, dan terkadang dilakukan
secara pribadi dengan memproyeksikan
kasus yang sama sekali tidak diatur
ketentuan hukumnya dengan kasus yang
sudah ada aturan hukumnya dalam al-
Quran yang disebut dengan Kkiyas,
sekalipun dalam pengertian yang luas.
Oleh sebab itu, segda gpa yang ditetapkan
Rasulullah dari hasil ijtihadnya adalah
menjadi sunnah (sumber hukum).

Setelah Rasulullah wafat (w. 632
H), praktik ijtihad diteruskan oleh para
sahabat. Mereka mengikuti cara-cara
ijtihad yang pernah dilakukan Rasulullah.
Ketika dihadapkan pada kasus-kasus
hukum, mereka mula-mula merujuk pada
a-Qur’an, dan selanjutnya merujuk pada
sunnah. Ketika kedua sumber hukum itu
tidak ditemukan aturan hukumnya, maka
mereka melakukan ijtihad berdasarkan
kemampuan memahami makna-makna
ayat dilihat dari segi soso-historis (ashab

al-nuzal), tujuan-tujuan hukum (magasid

asy-syari’ah), dan aasan-alasan logis
(ta‘lil al-ahkam), serta berdasarkan
kemampuan bahasa arab yang dimiliki,
meskipun era itu gramatika bahasa arab
belum sstematis seperti di era berikutnya
Namun demikian, para ahli hukum Islam
masa-masa berikutnya menilai bahwa
metode ijtihad yang dilakukan oleh para
sahabat itu masih terbatas pada pemahaman
pada al-Qur’an dan sunnah. Abu Zahrah
mengatakan bahwa sebagian sahabat
berijtihad dalam batas-batas pemahaman
a-Qur’an dan sunnah, sedangkan sebagian
yang lain menggunakan Kkiyas dan
maslahat (maslahah).® Senada dengan
Zahrah,
bahwa ijtihad para sahabat itu tersimpul
pada tiga bentuk, yaitu menafsirkan nas,

Salam Mazkldr mengatakan

menggunakan kiyas, maslahat mursalah
dan istihsan.” Dari penilaian Abd Zahrah
dan Salam Mazkdr ini menunjukkan
bahwa kedudukan ijtihad di masa sahabat
sudah menjadi alat untuk menggali
sumber hukum dengan menggunakan
pendekatan kiyas, maslahat mursalah,
dan istihsan.

Seiring dengan semakin meluasnya
wilayah kekuasaan Islam dan terjadinya

interaks sosial antara kaum muslimin

8 Muhammad Abd Zahrah, Muhadarat
Tarikh al-Mazahib al-Islamiyyah, Jd. Ke 2,
(Mesir: Dar al-Fikr al-‘Arabi, t.t.), h. 23.

® Muhammad Salam Mazkdr, al-Madkhal i
al-Figh al-1slami, (Bairut: Dar al-Fikr, t.t.), h. 22.



dengan penduduk asli di berbagai
wilayah dan daerah, terutama sesudah
periode sahabat, maka konsekuensinya
adalah kreatifitas ijtihad di kalangan para
mujtahid semakin luas dan berkembang.
Sementara nas-nas wahyu terbatas,
sedangkan permasalahan hukum terus
terjadi tidak terbatas.'®Para tabi’in dan
tabi’ tabi’in ddam menghadapi kompleksitas
kasus hukum yang terus terjadi, mereka
berusaha

menyel esailkannya dengan tetap langkah

secara maksma  untuk
awal mengikuti cara-cara yang dilakukan
Rasulullah, kemudian cara-cara yang
dilakukan oleh para sahabat dengan terus
berusaha mengembangkan metode-metode
istinbat hukumnya. Daam sgarah pemikiran
hukum Islam, muncul dua kelompok
pemikiran yang disebut ahl al-hadis dan
ahl al-ra’y yang memiliki landasan
teologis masing-masing. Ahl al-hadis
berkembang di Hijaz, bagi mereka yang
menekankan keunggulan wahyu atas
aka, dipelopori oleh Sa’id ibn al-Musayyab
(w. 94 H) dan para pengikutnya, dan ahl
al-ra’y di Irak yang memberikan pors
akal lebih besar atas wahyu, dipelopori
oleh Ibrahim al-Nakha’y (w. 95 H) dan

10 NMuhammad Abi Bakar as-Sahrastani, al-
Milal wa al-Nihal, editor ‘Abd al-‘Aziz ibn
Muhammad al-Wakil (Bairut: Dar al-Fikr, t.t.), h.
202.

para pengikutnya** Pada perkembangan
berikutnya ahl al-ra’y ini menjadi satu
mazhab fikih rasional atas pengaruh Abu
Hanifah (90-150 H/699-767 M) yang
menjalani masa hidupnya pada kondisi
sosial politik diakhir dinasti Umayyah
dan diawal dinasti Abbasiyah.?> Irak
pada masa Abu Hanifah ini merupakan
kota yang peradaban dan pengetahuan
Isam sudah lebih maju dibandingkan
dengan suasana Hijaz di Madinah yang
masih sederhana. Sedangkan ahl al-
hadis menjadi mazhab fikih tradisional
atas pengaruh Malik bin Anas (93-179
H) yang menjadikan al-Qur’an dan hadis
serta ijmak sahabat sudah dipandang
cukup untuk menjadi dasar penyelesaian
kasus-kasus hukum yang muncul, tidak
perlu lagi menggunakan kiyas, dan rasio.

Munculnya dua mazhab di atas,
membuat asy-Syafi’i (150-204 H) merasa
terpanggil untuk melakukan moderasi. la
merumuskan teori hukum yang mensintesa

pemikiran rasional Hanafi dan pemikiran

“Muhammad Ali al-Sayis, Tarikh al-Figh
al-Islami, (Mesir: Maktabah wa Mathba’ah
Muhammad Ali Sabih wa Auladuh, t.t.), h. 73.
Muhammad Yasuf Mdasa, Tarikh al-Figh al-
Islami, (Mesir: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1958), h.
138-139.

Muhammad Yasuf Misa, Abl Hanifah,
(Mesir: Maktabah Nahdah, 1957), h. 9

Blihat, Farouq Abu Zaid, Hukum Islam:
Antara Tradisionalis dan Modernis, Penerjemah
Husein Muhammad, (Jakartaz Perhimpunan
Pengembangan Pesantren dan Masyarakat
(P3M), 1986), h. 20-21.



Maliki yang tradisional. Upaya ini terlihat
dari semangat melakukan berdiskus
dengan murid-murid Abl Hanifah, terutama
dengan Ab0 Yasuf (w. 183 H) dan
Muhammad ibn a-Hasan al-Syaibani (w.
198 H) setelah terlebih dahulu berguru
kepada pemuka ahl al-hadis, Malik bin
Anas. Hasil upayanya ini melahirkan
teori hukum dalam konstruks empat
sumber utama (ustl) hukum yang banyak
dipedomani oleh para ahli hukum Islam
sebagaimana telah disebutkan di atas,
yaitu al-Qur’an, sunnah/hadis, ijmak dan
kiyas, atau (ijtihad),'* di mana konstruksi
sebelumnya adalah a-Qur’an, sunnah,
kiyas, dan ijmak, dalam lintas segjarah
perkembangan pemikiran hukum Islam,
bersamaan dengan berlaunya waktu,
konsep ijmak yang dikonskruks asy-Syafi’i
daam ar-Risdah-nya tampak masih bersfa
umum dan belum menjadi sebuah teori
yang jelas, karena masih kesulitan
mencari acuandalil al-Qur’an, sehingga
pada akhirnya merujuk pada hadis-hadis
yang maknanya bahwa umat Islam tidak
akan bersepakat dalam kesalahan. Jadi,
ijmak dalam pemikiran Syafi’i merupakan
praktik-praktik yang diamalkan sebagai
kesgpekatan umd. Tetgoi ddam perkembangan
berikutnya, ijmak sebagai dalil fikih
(figh) dirumuskan dengan ketat, yaitu

¥ Asy-Syafi’i, ar-Risalah, loc.cit.

kesepakatan bulat (totalitas) para ulama
pada suatu masa tertentu mengenai
hukum syara’ tertentu.”® Selanjutnya
menurut para ulama, kalau suatu
persodlan dianggap telah ada ijmak,
maka pendapat baru tidak boleh lagi
diberikan.**Terminologi ini  menunjukkan
ketidek bolehan terjadi perbedaan pendapat,
bahkan seorang ahli hukum pun mesti
menyepekainya Dasar parumusan teeminolog
ijmak ini bertolak dari asums bahwa
yang memungkinkan terjadi ijmak
hanyalah pada masa sahabat, karena
jumlah mereka masih sedikit. Sedangkan
pada masa-masa berikutnya sulit untuk
terjadi ijmak. Terlebih lagi pada periode
klasik, fungsi dan kedudukan ijmak telah
bergeserdan berorientas sebagal instrumen
untuk membela suatu pendapat, sehingga
diklam bahwa itu telah terjadi ijmak,
bahkan sebenarnya hal itu tidak ada
terjadi ijmak. Apabilaterjadi suatu kasus
hukum baru, orang mudah merujuk pada
hasil kesepakatan sebelumnya, terutama
ijmak sahabat. Hal ini mengakibatkan
ijmak berorientass ke masa lalu, statis,
kaku, formal, dan tidak prospektif ke

masa depan. Oleh karena demikian,

Ahmad Hasan, The Early Development of
Idlamic Jurisprudence, perjemah Agah Garnadi
dengan Pintu ljtihad Sebelum Tertutup
(Bandung: Penerbit Pustaka, 1405 H/1984 ), h.
144,

Ibid.



nyaris kredtifitas ijtihad intlektua menjadi
lemah, keberanian para ulama untuk
membongkar konstruksi  fikih  yang
dipandang final sulit terjadi, dan bahkan
konfirmitas dan fanatik mazhab yang
terus terjadisepanjang masa, yang pada
akhirnya ruang gerak “pintu ijtinad tertutup”.

Di era globdisas dan kemguan ilmu
pengetahuan dan teknologi informasi
modern ini, kelemahan dan kebekuan
serta “tertutup pintu ijtihad” tersebut, di
kaangan para pemikir mudim kontemporer
digugat dan dipertanyakan kembali
dengan melahirkan berbagai gagasan
perlunya rekonstruksi, reformulasi, dan
bahkan pembaruan ustl al-figh secara
umum. Di antaranya seperti Hasan at-
Turabi dengan pembaruan usul al-figh-
nya,"” Mahmoud Mohamed Taha dengan
konstruksi  teori nasakh,”®  Abdullah
Ahmed a-Na’im dengan dekonstruksi
Fazlur

syari’ah,™ Rahman dengan

"la menulis sebuah karya dengan, Tajdid fi
Usal al-Figh, (Bairut-Khartoum: Dar al-Fikr,
1980). Buku ini sudah diterjemahkan ke dalam
bahasa Indonesia oleh Afif Muhammad (Dosen
IAIN Sunan Gunung Jati Bandung).

la telah merekonstruksi teori nasakh
ulama usal klasik, dengan teori nasakh model
baru. Bisa dibaca dalam karyanya The Second
Message of Idam, yang diterjemahkan oleh
muridnya Abdullah Ahmed al-Na’im (Syracuse:
Syracuse University Press, 1984).

Di antara karyanya, Toward an Islamic
Reformation: Civil Liberties, Human Right, and
International Law  (Cyracuse:  Syracuse
University Press, 1990). Diterjemahkan ke dalam
bahasa Indonesia oleh Ahmad Suaedy dan
Amirudin  ar-Rany, dengan  Dekonstruksi

dan  Muhammad
Syahrur dengan nazariyyah al-hudud-

doublemovement,®

nya® Tentunya masih banyak lagi para
pemikir mudim kontemporer bammunculan dengen
gagasan dan pemikiran cerdasnya sekdigus
melahirkan karya-karya monumentalnya,
termasuk perlunya rekonstruksi konsep
ijmak.

Bertolak dari deskrips sekilas konseb
ijmak tersebut di atas, muncul kegelisahan
akademik dengan mempertanyakan kembdli,
perlukah konsep ijmak direkonstruksi di
era modern ini dalam upaya memenuhi
dan menjawab berbagai kasus hukum
kontemporer yang terjadi, dan model
ijmak yang bagaimanakah yang diperlukan
dalam berijtihaddi era modern.?

B. Pembahasan
1. Ijmak dalam Teori Hukum Idam
a. Definisi [jmak

Secara etimologis, ijmak berasal
dari akar kata ajma’a yajmi’u ijma’an
yang wazannya kata if’alan, yang
mengandung dua makna: Pertama,
bermakna “ketetapan hati terhadap

Syari’ah Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi
Manusia, dan Hubungan Internasional dalam
Islam (Y ogyakarta: LkiS, 2001), Cet. ke 3.

“Dj antara karyanya, |slamic Methodology
in History, (Carachi: Central Ingtitute of Islamic
Research, 1965), Islamand Modernity
Transformation of an Intellectual Tradition
(Chicago: Chicago University Press, 1982).

2K aryanya yang monumental, Al-Kitab wa
al-Qur’an Qird’ah Mu’asirah (Damaskus: Al-
Ahab li at-Tibd’ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi’,
1992). Sudah diterjemahkan ke dalam bahasa
Indonesia oleh Sahiran Syamsuddin, dan
Burhanudin Dzikri, dengan Prinsip dan Dasar
Hermeneutika Hukum Isam Kontemporer
(Yogyakarta: el-SAQ Press, 2007).



sesuatu (al-‘azam wa at-tasmim ‘ala al-
amr)”. Pemaknaan ini ditemukan dalam
Q.S. Yunus (10): 71.

Artinya: “Maka kepada Allah-lah
aku bertawakkal, karena itu bulatkanlah
keputusanmu dan (kumpulkanlah) sekutu-
sekutumu (untuk membinasakanku)”.

Dalam pernyataan Rasulullah Saw.

ditemukan ungkapan:

Artinya “Tidak ada puasa bagi
orang yang tidak membulatkan niat

puasa pada malam hari sebelum terbit

fajar”.

Kedua, bermakna “kesepakatan terhadap
sesuatu (al-ittifag ‘ala al-amr)”. Ijmak
dalam pemaknaan ini ditemukan dalam
Q.S. Yusuf (12): 15:

Artinya: “Maka tatkala mereka
membawanya dan spakat memasukkannya ke
dasar sumur (lalu mereka memasukkan
dia), dan (di waktu dia sudah dalam
sumur) Kami wahyukan kepada Yusuf:
“Sesungguhnya kamu akan menceritakan

kepada mereka perbuatan mereka23i ni,

sedangkan mereka tidak ingin lagi”.

Dua pemaknaan ijmak tersebut depat
ditegaskan perbedaan stresingnya bahwa,
pemaknaan yang pertama hanyaah terletak
pada satu tekad bulat perseorangan
dalam merealisir suatu pekerjaan yang
direncanakannya, sedangkan pemaknaan
yang kedua memerlukan konsensus
secara bulat dalan meredlisir suatu

perbuatan yang diprogramkannya.

“gSylaiman ibn al-Asy’as as-Sajastani al-
Azdi Abl Dawud (selanjutnya ditulis Ab0
Dawud), Sunan Abi Dawud (Indonesia
Maktabah Dahlan, t.t.), Juz ke 2.

“Ljhat, Ali Jumu’ah, al-ljma’ “Ind al-
Usaliyyin  (al-Qahirah: Dar ar-Risédlah, 1420
H/2009 M), Cet. ke 2, h. 5.

Adapun pemaknaan ijmak secara
terminologi telah banyak dikemukakan
oleh para ahli usdl (usdliyyin) antara
lain:Al-Gazali asy-Syafi’i (w. 505 H)
mendefinisikan ijmak dengan rumusan:
“Kesepakatan umat Nabi Muhammad
Saw. secara khusus mengenai suatu
permasalahan  agama”.**Terminologi
ijmak ini menggambarkan bahwa ijmak
harus dilakukan oleh umat Nabi
Muhammad Saw. dalam arti oleh seluruh
umat Islam, mereka harus konsensus
daam menyepakati setiap persodan
agama. Tetapi, ia tidak memasukkan
kalimat “setelah wafatnya Nabi Muhammad
Saw.(ba’da wafati Muhammadin Saw)”
kelihatannya secara logika, karena ijmak
di masa Nabi tidak diperlukan, dan pada
masa itu hak prerogatif dan otoritatif
penentu hukum adalah Nabi Muhammad
Rasulullah.

Al-Amidi asy-Syafi’i (w. 631 H)
mendefiniskan ijmak dengan:“Ungkapan
dari kesepakatan sgumlah ahl al-halli
wa al-‘aqd dari umat Nabi Muhammad
pada suatu masa tentang kasus hukum
yang terjadi”.? Terminologi ijmak yang

#Abd Hamid Muhammad bin Muhammad
al-Gazali (selanjutnya ditulis al-Gazali), al-
Mustasfa min ‘llm al-Usal (Mesir: Syirkah at-
Tib&’ah al-Fanniyyah a-Muttahidah, 1391
H/1971 M), h. 199.

#Sgif ad-Din Abd Hasan ‘Ali bin Abi ‘Al
bin Muhammad al-Amidi (selanjutnya ditulis al-
Amidi), al-lhkam fi Usal al-Ahkam (Riyad: Dar



dirumuskan oleh a-Amidi ini dapat
ditegaskan bahwa yang dimaksudkannya
dengan al-ittifaq, yaitu mereka (ahl al-
halli wa al-‘aqd) sepakat secara umum
baik berupa ungkapan perkataan (al-
aqwal), perbuatan (al-af’al), bersikap
pasif (as-sukut), dan penetapan (at-
tagrir). Dimaksudkan dengan jumlah ahl
al-halli wa al-‘aqd, yaitu kesepakatan
mereka (mujtahidin fi al-ahkam asy-
syar’iyyah) secara umum, atau sebagian
mereka. Dimaksudkan dengan min
ummati Muhammad, yaitu umat Islam
yang ahli dalam berbaga persoalan
keagamaan. Dimaksudkan dengan fi “asr
min al-a’sar, yaitu kesepakatan ahl al-
halli wa al-‘aqd pada semua masa
hingga datang kiamat. Sedangkan
dimaksudkan dengan ‘ala hukmin
wagi’atin, yaitu peristiwva hukum dari
berbagai persoalan secara umum, baik
berupa penetapan, peniadaan, dan hal-
hal yang berkaitan dengan hukum-
hukum syara’ (asy-syar’iyyat), hukum-
hukum logika (al-‘agliyyat), dan makna
ijmak daam arti tradisond (al-‘urfiyyat).
Imam Syafi’i (150-204 H) dalam
karyanya ar-Risalah dalam bab al-1jma’,
ia tidak memberikan terminologi ijma’
yang jelas dan tegas. Akan tetapi secara
implisit dapat ditemukan dari pernyataan

as-Sami’ily li an-Nasyr wa at-Tauzi’, 1424
H/2003 M), Cet. ke 1, Juz ke 1, h. 262.

asy-Syafi’i bahwa, “barang siapa berkata
pada apa yang diucapkan (disepakati)
jamd’ah al-mudimin, maka wagjib mereka
mengikuti kesepakatan mereka”.®® Jika
pamyataen ini dipandang sgaga rumusanijma’,
maka berarti inilah yang dimaksudkan
gambaran ijmak menurut asy-Syafi’i.
Namun demikian, mayoritas ahli usal al-
figh tidak ada yang mengatakan
pernyataan asy-Syafi’i itu  sebagai
rumusan ijmak. Terminologi ijmak
justru ditemukan dalam karya-karya para
pengikutnya, seperti di antaranya az-
Zarkasyi (745-794 H) mengkonstruksi
rumusan ijmak dengan “Kesepakatan
paa imam mujtahid umat Nabi
Muhammad Saw. setelah wafatnya
tentang suatu persoalan peristiwa hukum
yang terjadi pada suatu masa”.*’
Terminologi ini menggambarkan bahwa
ijmakdaam pemikiran asy-Syafi’i adalah
kesepakatan para imam mujtahid secara
totalitas, tidak termasuk kesepakatan
orang awam dan sebagian para imam
mujtahid dari umat Nabi Muhammad

%Al-lmam Abi ‘Abd Allah Muhammad bin
Idris asy-Syafi’i (selanjutnya ditulis asy-Syafi’i),
ar-Risalah, pen-tahgiq Ahmad Muhammad
Syakir (Mesir: Dar al-Fikr, t.t.), h. 475.

#’Badar ad-Din Muhammad bin Bahadir bin
‘Abd Allah az-Zarkasyi asy-Syafi’i (selanjutnya
ditulis az-Zarkasyi), Bahr al-Muhit fi Usadl al-
Figh (al-Qahirah: Dar as-Safwah, 1409 H/1988
M), Cet. ke 1, Juz ke 4, h. 436-437. Lihat,
Muhammad Abd Zahrah, asy-Syafi’i Hayatuh wa
‘Asruh Arauh wa Fighuh (Mesir: Dar al-Fikr al-
‘Arabi, 1363 H/1944 M), h. 282.



yang terjadi setelah beliau wafat, terjadi
kesepakatan itu balk dalam persoalan-
persoalan hukum syara’ (asy-syar’iyyat),
hukum-hukum rasional (al-*aqliyyat),
analisis kebahasaan (al-lugawiyyat), dan
termasuk tradis yang berkembang di
masyarakat (al-‘urfiyyat), sertatidak sga
terjadi pada masa tertentu tetapi terjadi
sepanjang masa hingga hari kiamat.

Dari berbagai terminologi ijmak
yang dikonstruksi oleh para ahli usdl al-
figh tersebut di atas dapat diringkaskan
secara substansia bahwa ijmak akan
terjadi bila memenuhi unsur-unsur: (1)
Terdapat kesepakatan seluruh mujtahid
dari umat Islam (jama’ah al-muslimin).
Dari ungkapan ini, apabila terdapat
seorang ulama mujtahid, atau sebagian
mereka yang menolak kesepakatan maka
tidak terjadi ijmak, dan ha ini tidak
dibatas oleh wilayah, daerah, dan
bahkan negara, tetapi mujtahid seluruh
dunia tanpa kecuali mereka harus
sepakat dalam setiap persoalan agama
yang dibahasnya; (2) Kesepakatan yang
dilakukan harus dinyatakan oleh para
mujtahid dengan jelas (sarih), tidak
boleh kesepakaan dengan cara diam-diam
(ijmd’” sukuti). Hal ini konsekuensinya
tidak akan terjadi ijmak; (3) Mereka
yang melakukan kesepakatan adalah

para imam mujtahid, bukan orang awam

dan para mujtahid yang tidak memenuhi
persyaratan ijtihad; (4) ljmak dilakukan
setelah Nabi Muhammad Saw. wafat,
sebab di masa Nabi hidup tidak pernah
terjadi ada ijma’ dikarenakan berbagai
persodan keagamaan kata kund pemutusnya
adalah Rasulullah Saw. sendiri, dan (5)
Sasaran kesepakatan yang dilakukan
adalah peristiwva hukum tertentu yang
terjadi.
b. Eksistensi Ijmak sebagai Sumber

Hukum

Di kalangan para ahli usdl al-figh
dalam
memperbincangkan eksistens:  ijmak
sebagai sumber hukum terjadi debat

klask dan  kontemporer

table. Mayoritas ulama usil seperti al-
Amidi (w. 631 H), lbn al-Hajib (w. 646
H), dan yang lainnya berpendapat bahwa
ijmak merupakan hujjah syar’i yang
bersifat gat’i yang wajib diamalkan oleh
setigp muslim, dan dilarang untuk
mengingkarinya, dan bahkan barang
sigpa yang mengingkarinya maka
dianggap sebagai kafir.?® Itulah sebabnya
mayoritas ulama usil memposisikan

ijmak sebagai sumber® hukum yang

%Al-Amidi, op.cit., h. 266. Zaki ad-Din
Sya’ban, Usal al-Figh al-Islami (Mesir: Dar at-
Ta’lif, 1965, h. 85. ‘Ali ‘Abd ar-Raziq, al-1jma’
fi asy-Syari’ah al-Islamiyyah (Mesir: Dar al-Fikr
al-*Arabi, 1366 H/1947 M), h. 25.

“Terma sumber (masdar) dalam pemikiran
metodologi hukum Islam kelihatannya digunakan
oleh minoritas pemikir muslim kontemporer



ketiga setelah a-Qur’an dan sunnah.
Sedangkan menurut Abu Ishaqg Ibrahim
bin Siyar yang dikenal dengan an-
Nazam al-Mu’tazili (w. 231 H), sebagian
ulama Syi’ah, dan Khawarij berpendapat
bahwa ijma’ tidek bisa dijadikan hujjah.*
Tentunya kedua pendapat tersebut,
masing-masing mempunyai argumentasi
yang dikedepankannya, bak nas a-
Qur’an, sunnah, dan logika. Demikian
juga mereka yang menolak ijmak
sebagal hujjah syar’i, adalah sama
sebagaimana jumhdr ulama ustlberdasarkan
pada argumentasi-argumentasi  yang
dipeganginya.

Selain dari mereka (nufat al-ijma’)
ini, kalangan mazhab Zahiri seperti Ibn
Hazm (w. 456 H) mengkritik pendapat
dan  argumentasi-argumentas  yang

dipegangi oleh jumhar ulama usdl

sebagai ganti dari terma ad-dalil. Sebab, dalam
literatur usul al-figh klasik pada umumnya tidak
ditemukan penggunaan terma masdar atau
masadir, yang ada dengan sebutan al-adillah,
atau al-adillah asy-syar’iyyah. Terma baru,
masdar sebagai pengganti ad-dalil diduga kuat
dipengaruhi oleh peristilahan hukum sekuler
Barat. Di antara literatur usdl al-figh yang
menggunakan terma tersebut, yaitu buku-buku
metodologi hukum Islam yang terbit pada akhir
abad XIV H. atau pertengahan abad XX M.
seperti buku (kitab) “Masadir at-Tasyri’ al-
Islami Fima la Nassa Fih” karya ‘Abd al-
Wahhab Khallaf, dan kitab “Masadir al-Ahkam
al-Islamiyyah” karya Zakaria as-Sabri. Dalam
penelitian ini kedua terma itu digunakan, tetapi
secara teknis penulisan disesuaikan dengan
konteksnya.

%A|-Kafi as-Subki, op.cit., h. 352-353. ‘Al
‘Abd Raziq, loc.cit. Zaki ad-Din Sya’ban, op.cit.,
h. 86.

(usdliyyin). Di antara argumen (dalil)
yang dikemukakan oleh jumhdr ulama
adalah Q.S. an-Nisa’ (4): 115. Pada ayat
ini, yang dikehendaki “jalan orang-orang
mu’min” menurut Ibn Hazm adalah ta’at
kepada Allah (a-Qur’an) dan Rasul
(sunnah) yang jelas datangnya sunnah
itu dari beliau, maka dalam konteks ini
tidek ada ddlil
kehujjahan ijmak. Demikian juga hadis-

yang menunjukkan

hadis yang dijadikan dasar oleh jumhar
ulama, semuanya terkategori hadis ahad
yang tidak memberikan kepastian (gat’i)
untuk menguatkan kehujjahan ijmak.
Jika hadis-hadis itu menfaidahkan gat’i
tentu ia mutawatir maknanya. Jika
demikian pengertiannya maka sudah
barang pasti umat Islam terpelihara dari
kesdlahan (al-khata’) dan kesesatan
(dalalah)  dengan
kekufuran, atau menyalahi dalil-dalil
yang gat’i. Meskipun sebenarnya ada
sebagian  hadis
menyatakan bisa sgja terjadi kesalahan
dilakukan oleh umat.**

caa meakukan

Rasulullah  yang

c. Tipologi Ijmak dalam Konteksljtihad
Eksistens ijmak dalam konteks
ijtihad dapat dilihat dari tipologinya

%! ihat, Abd Muhammad ‘Ali bin Ahmad
bin Sa’id bin Hazm, al-lhkam fi Usal al-Ahkam
(Mesir: Dar al-Kutub, t.t.), Juz ke 4, h. 131-133.
Zakaria as-Sabri, loc.cit.



dibedakan pada dua segi, yaitu dari segi
terbentuknya, dan ragam lokditas tempat
domisili ulamanya.

1) Proses Terbentuknya ljmak

Paraahli ustl al-figh dalam membahas
proses terbentuknya ijmak, mereka
membedakan pada dua macam bentuk,
yaitu ijma’ sarih, dan ijma’ sukuti.
Dimaksudkan dengan ijma’ sarih yaitu
kesepakatan para imam mujtahid pada
suatu masa terhadap suatu kasus hukum
tertentu di mana satu sama lain mereka
menyatakan pendapatnya dengan tegas
(sarih) bertemu dalam satu mgelis, dan
suatu kasus hukum itu dapat dipecahkan
dan disepakati bersama. Atau dengan
cara lain, mereka tidak bertemu secara
tetapi
mengeluarkan fatwa mengenai suatu

langsung mereka semuanya
kasus hukum yang sama, dan substans
fatwanya pun sama, maka bentuk yang
demikian ini pada dasarnya adalah sama
dengan bentuk yang pertama, sehingga
terjadilah apa yang disebut dengan ijma’
sarih. Sedangkan dimaksudkan dengan
ijmak diam-diam (sukuti) yaitu pendapat
sebagian para imam mujtahid pada suatu
kasus hukum tertentu, sementara sebagiam
imam mujtahid yang lainnya pada waktu
yang sama setelah mengetahui problematika

hukumnya mengambil skap diam
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dengan tidak menyatakan pendapat atau
penolakannya.*

Di kalangan para ulama (fugahad’
dan usaliyyin) sepakat bahwa tipologi
modd ijma’ yang pertama (ijma’ as-sarih)
dapat menjadi hujjah asy-syar’iyyah dan
berkonsekuensi gat’i. Tetapi mereka
berbeda pendapat mengenai model ijma’
bentuk yang kedua (ijma’ as-sukuti).
Perbedaan pendapat ini dapat dikategorikan
pada tiga golongan pendapat: Golongan
pendapat pertama mengatakan bahwa
sikap diam-diam sebagian para imam
mujtahid itu tidak bisa dikatakan sebagai
ijmak dan tidak bisa menjadi hujjah,
demikian pendapat Jumhar Syafi’iyyah,
Malikiyyah, sebagian Hanafiyyah, dan
Hanabilah. Golongan pendapat kedua
mengatakan bahwa ijma’ as-sukuti itu
menjadi  hujjah qat’iyyah, demikian
pendapat sebagian Hanafiyyah, dan
Hanabilah. Golongan pendapat ketiga
mengatakan bahwa as-sukuti
sebaga hujjah, tetapi zanniyyah, demikian
pendapat asy-Syafi’i, sebagian Syafi’iyyah,

ijma’

dan Hanafiyyah.*®* Golongan pendapat
yang disebutkan terakhir ini, terutama

pendapat Imam Syafi’i sendiri, ia
%7aki  ad-Din  Sya’han,  op.cit.,h.
84.Muhammad Abd Zahrah, Usal al-Figh

(Mesir: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1377 H/1958 M),
h. 205. ‘Abd al-Wahhab Khallaf, op.cit., h. 51.
¥abd Allah bin Yasuf al-Judai’, Taisir
‘Ilm Usdl al-Figh (Bairut: Mu’assasah ar-
Rayyan, 1418 H/1997 M), Cet. ke 1, h. 164.



menolak ijm&’ as-sukuti, ia hanya
mengakui ijma’ as-sarih sebagai hujjah
asy-syar’iyyah.>* tidak  mudah

menerima pendapat yang mengatakan

la

terjadinya ijma’ atasnya, karena sulit
dibuktikan kebenarannya dan memang
tidak mungkin dapat dibuktikan.®

Pendapat para ulama dari tiga
golongan tersebut di atas, lebih rinci lagi
dapat dikemukakan mengena kehujjahan
model
Syafi’iyyah dan Malikiyyah berpendapat

ijma’ as-sukuti ini. Ulama
tidak memandangnya sebagai ijma’ dan
hujjah syar’iyyah. Al-Juba’i al-Mu’tazili
(w. 321 H), Ahmad bin Hanbal (w. 241
H), Ibn a-Qattan (w. 359 H), dan
Jumhdr  Hanafiyyah memandangnya
sebagal ijma’ dan hujjah asy-syar’iyyah
yang gat’i. Al-Amidi (w. 631 H), lbn al-
Hajib (w. 646 H), al-Karakhi al-Hanafi
(w. 340 H) memandangnya sebagal
hujjah zanniyyah.®

2) Tempat Domisli UlamaBerijmak

¥Al-lmam Abi ‘Abd Allah Muhammad bin
Idris asy-Syafi’i (selanjutnya ditulis asy-Syafi’i),
al-Umm (Mesir: T.Tp., t.t.), Juzke 7, h. 148.

*Ibid., h. 256.

%| ihat, al-Gazali, al-Mustasfa, op.cit., h.
220. Al-Amidi, al-lhkam, op.cit., h. 267. Al-
Imam Muwaffig ad-Din ‘Abd Allah bin Ahmad
bin Qudamah al-Magdisi (selanjutnya ditulis Ibn
Qudamah), Raudah an-Nazir wa Jannah al-
Manazir fi Usdl al-Figh ‘ala Mazhab al-Imam
Ahmad bin Hanbal (Bairut: Dar al-Kutub al-
‘IImiyyah, 1414 H/1994 M), Cet. ke 2, h. 67-67.
Asy-Syaukani, Irsyad al-Fuhal, op.cit., h. 74.
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telah diekemukakan oleh
ijmak terjadi

unsur-unsurnya,  di

Seperti
Jumhar ulama bahwa
selama terpenuhi
mana selurun ulama mujtahid dari
seluruh negara dan golongan menyepakati
suatu masalah hukum tertentu, sehingga
menjadi satu macam ijmak. Namun
demikian, dalam faktanya berbagai
ulama mujtahid melakukan ijmak di
mana mereka berdomisili, sehingga
ditemukan dalam fakta sgjarah ada yang
disebut dengan ijma’ ahl al-Madinah,
ijma’ ahl al-Haramain, ijma’ al-khulafa’
ar-rasyidin, ijma’ ahl al-Misriyyin, ijma’
asy-syaikhan, dan ijma’ al-‘itrah. Semua
ijmak
pemikiran dan keyakinan masing-masing
dalam berijtihad.

d. Periodesasi Dinamika Ijmak dalam
Sg arah Pembentukan Hukum Idam
Daam pemikiran usul al-figh, salah

satu obyek kaiannya adalah tentang
ijmak. ljmak dalam konteks istinbat al-
ahkdm adalah sebagai sumber hukum
sesudah a-Qur’an dan sunnah (hadis).

ragam ini  mempunyai pola

Dalam historisitasnya, eksistens ijmak
ternyata memainkan peran yang sangat
strategis dan dinamis dalam upaya
pembentukan hukum Islam. Karena itu,
ijmak terlihat di satu sisi sebagai sumber
hukum, dan di sisi lain sebagai teori dan
metode penggdian hukum. Karena demikian,



perlu  dideskripsikan
ijmak dalam teori hukum Islam.

1) Ijmak pada Periode Awal
Untuk mengetahui eksistensi ijmak

perkembangan

pada masa-masa awal kemunculannya,
terlebih dahulu dikemukakan perkembangan
ilmu pengetahuan keagamaan. Secara
umum, pada masa-masa awal Islam
(periode para sahabat) pembahasan ilmu
pengetahuan keagamaan belum menjadi
kajian spesifikasi, kaian itu mash
bersifat global dan menyatu yang
sresingnya pada landasan-landasan pokok
keagamaan, sehingga semua kajian
keagaman menjadi satu kesatuan yang
terintegrasi, apakah itu bidang teologis
(i'tigadiyyah), hukum (figh), maupun
bidang moralitas (khulugiyyah). Ahmad
Hasan menyatakan, “perlu dicatat bahwa
kalam dan figh tidaklah dipisahkan
sampai masa khalifah al-Ma’man (w.
218 H) hingga abad |1 H., figh mencakup
masalah-masalah teologis dan hukum.
Hal ini terlihat pada sebuah buku yang
dikena dengan a-figh a-akbar yang
dinisbatkan kepada Abl Hanifah (w. 150
H), dan yang mengkanter teologis para
pengikut Qadariyyah, membahas tentang
prinsip-prinsip  dasar Islam  seperti
keimanan, keesaan Allah, sifat-sifat-
Nya, kehidupan akhirat, kerasulan, dan
lain-lain. Masdah ini adaah permasalahan
kalam, dan bukan permasalahan hukum.
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Karenanya buku al-figh al-al-akbar ini
menunjukkan bahwa persoalan teologis
juga dicakup oleh terma figh pada masa
awa-awal Islam. Abu Hanifah sendiri
diriwayatkan telah menterminologikan
figh sebagai ‘pengetahuan ruh akan hak-
hak dan kewajiban-kewajibannya”.*’
Baru setelah abad |l

berbagal spesifikas dan spesialisas ilmu

H. muncul

sesual dengan konteks dan bidangnya
masing-masing, seperti ilmu figh, ilmu
usal al-figh, ilmu tafsir, ilmu hadis, dan
lain-lain.

Dalam perspektif historis, ijtihad
pada dasarnya telah muncul segjak masa-
masa awa Idam, yakni
Rasulullah saw., dan kemudian berkembang

pada masa sahabat, tabi’in, dan tabi’

pada masa

tabi’in  hingga masa sekarang, dan
bahkan di masa yang akan datang hatta
akhir zaman. Sebagai  bukti
jastifikasi bahwa ijtihad itu telah ada
sejak masa Rasulullah saw. dapat dilacak

dan

dalam beberapa riwayat, di antaranya
dialog Rasulullah saw. dengan Hubbab
bin Munzir tentang memilih satu tempat
tertentu untuk mendirikan perkemahan

bagi tentara Islam pada peristiwa perang

¥ ihat, Ahamad Hasan, The Early
Development of Idamic  Yurisprudence,
diterjemahkan oleh Agah Garnadi dengan Pintu
ljtihad Sebelum Tertutup (Bandung: Penerbit
Pustaka, 1405 H/1984 M), h. 3.



Badar,® diskus beliau dengan para
sahabat untuk memberikan sanksi dan
solusi terbaik bagi para tawanan perang,
akhirnya beliau memilih pendapatAbu
Bakar yang dipandang mendekati kebenaran.
Kemudian turun ayat a-Qur’an® yang
mengoreksi kesalahan memilih pendapat
Abu Bakar dan menunjukkan kepada
yang benar.*® Dari dua fakta tersebut
menunjukkan bahwa Rasulullah saw
melakukan ijtihad dengan menggunakan
nalar dan pendapat pribadinya, di
samping beliau juga menerima pendapat
para sahabat dalam persoalan hukum
ketika wahyu tidak membimbingnya.
Hanya ketika terjadi kesalahan dalam
ijtihadnya, Allah membenarkan melalui
wahyu yang diturunkan-Nya. Bukti lain,
dialog Rasulullah dengan Mu’az bin
Jabal r.a. ketika akan diberangkatkan ke
Y aman.**Ddam kesempatan lain, Rasulullah
saw. memberikan motifasi kepada hakim
untuk berijtihad dan akan menvonis

¥Ahmad Bu’td, al-ljtihad baina Hagaiq
at-Tarikh wa Mutatallibat al-Waqi’ (Mesir: Dar
as-Salam, 1425 H/2005 M), h. 19.

¥Q.S. a-Anfa (8), ayat 67: Artinya
“Tidak patut, bagi seorang Nabi mempunyai
tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan
musuhnya di muka bumi. Kamu menghendaki
harta benda dunyawiyah sedangkan Allah
menghendaki (pahala) akhirat (untukmu).Dan
Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana™.

““Ahmad Bu’ad, al-ljtihad..., h. 20.

“Lihat, teks aslinya dalam Abd Dawud,
Sunan Abi Dawud, Jid ke 3, h. 412. Ibn Majah,
Sunan Ibn Majah, Jd ke 1, h. 21. Musnadal-
Imédm Ahmad bin Hanbal,Juz ke 5, Cet. ke 1, h.
230.
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suatu kasus hukum,” kasus Umar bin
Khattab yang mencium isterinya di siang
yang
Rasulullah, Umar disuruh meneruskan

hari  bulan ramadan, oleh
puasanya.*®

Dari beberapa bukti (riwayat) tersebut
di atas dapat dipahami bahwa Rasulullah
di samping beliau melakukan ijtihad
dengan berdasarkan nalar dan pendapat
pribadinya ketika wahyu tidak turun,
juga sekaligus mengindikasikan beliau
melatih, mendidik, dan membimbingpara
sahabat berijtinad ketika dihadgpkan pada
berbaga persodan hukum di masyarakat.

Terdapat pemahaman lain yang juga
dapat dipetik dari bukti-bukti di atas
yang mengindikaskan bahwa setiap
orang yang akan melakukan ijtihad itu

harus memenuhi persyaratan,** dan hanya

42 Imam a-Bukhari, Sahih Bukhari

(Indonesia: Maktabah Dahlan, t.t.), Juz ke 4, h.
2935-2936. Imam Muslim, Sahih Muslim, Juz ke
2, h. 62.

“Imam Ahmad bin Hanbal, Musnad, Juz ke
1, Cet. ke 1, h. 28. Abdullah bin Abdurrahman
ad-Darimi, Sunan ad-Darimi (Bairut: Dar al-
Fikr, t.t.), Juz ke 2, h. 13.

“Para ahli usdl pada umumnya menetapkan
persyaratan ijtihad bagi mujtahid itu berkenaan
dengan intlektualitas keilmuan. Keabsahan
ijtihad terletak pada diketahuinya dasar-dasar
syari’ah, dan enam persyaratan lainnya, yaitu:
(1) Muijtahid harus mengetahui bahasa arab, yang
stresing pembicaraannya disekitar hagigat dan
majaz, makna-makna mengena perintah (amr),
larangan (nahy), yang menunjukkan umum (al-
‘am), yang khusus (al-khas), lafaz tertentu yang
belum ada batasan (mutlag), dan lafaz tertentu
yang telah ada batasan (mugayyad). (2) Mujtahid
harus mengetahui dari al-Qur’an segala yang
berkaitan dengan ketentuan yang ‘umum, khusus,
mufassar, mujmal, nasikh wa manstkh baik



maeka yang dpeboehkan mdakukan
ijtihad. Kebolehan ijtihad itu juga dapat
dilakukan dalam masalah-masalah yang
ketentuan hukumnya tidak ditegaskan
secara eksplisit dalam a-Qur’an dan
sunnah (fima la nassa fih).

Namun demikian, Rasulullah sendiri

terlihat, di satu sisi beliau sengga

dengan nas, pengertian atau secara zahir, ataupun
secara mujmal agar ia dapat menggunakan
nasdengan tepat pada tujuannya, dan
menggunakan pada pengertiannya pada hal yang
berguna, menggunakan zahir tepat pada yang
dikehendakinya, serta menggunakan mujmal
tepat pada apa yang dikehendaki oleh yang
dimaksudkannya. (3) Mujtahid harus mengetahui
kandungan sunnah berupa ketentuan-ketentuan
hukum mengenai cara mengetahui bahwa hadis
itu mutawatir, hadis ahad dengan seluk beluk
pengamalannya, mengetahui ketentuan mengenai
perbuatan dan perkataan agar ia dapat
mengetahui  tuntutan masing-masing  dari
keduanya, menguasai makna-makna yang bebas
dari  kemungkinan-kemungkinan (al-ihtimal),
tapi iatidak harus menghafal nama-nama perawi
sekiranya ia telah mengetahuinya, dan dapat
menentukan mana yang terkuat di antara khabar-
khabar yang bertentangan supaya ia dapat
mengambil mana yang harus diamakan. (4)
Mujtahid harus mengetahui perkataan-perkataan
sahabat dan tabi’in tentang berbagai hukum,
serta sebagian besar fatwa fugaha agar ketentuan
hukumnya satu dengan yang lainnya tidak
bertentangan terutama dengan pendapat yang
telah terjadi konsensus. (5) Mujtahid harus
mengetahui qiyas, dasar-dasar yang boleh dan
tidak dicari ‘illat hukumnya, tertib dalil-dalil
hukum, dan kaidah-kaidah pentarjihan.(6)
Mujtahid harus seorang yang terpercaya dan
tidak mempermudah dalam permasalahan agama.
Lihat, Ibrahim Abbas ad-Darwi, Nazariyyah al-
Ijitihad fi asy-Syari’ah al-Islamiyyah (Jiddah: Dar
asy-Syurag, t.t.), h. 37-38. Bandingkan dengan
Muhammad bin Ali bin Muhammad asy-
Syaukani, Irsyad al-Fuhal ila Tahqgiqg al-Hag min
‘Ilm al-Usal (Mesir: Idarah at-Tiba’ah al-
Muniriyyah, t.t.), h. 220-222. Ysuf al-Qaradawi,
al-ljtihad fi asy-Syari’ah al-Islamiyyah ma’a
Nazarat Tahliiyyah fi al-ljtihad al-Mu’asr, alih
bahasa Ahmad Syatari (Kuwait: Dar a-Qalam,
t.t.), h. 6-64.
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melatih dan mendidik mereka berijtihad,
dan di sis lain, para sahabat termotifasi
untuk mengetahui berbagai permasalahan
hukum yang ketetapan hukumnya belum
mereka peroleh dari Rasulullah, bak
melalui  al-Qur’an
sunnah-nya. Kegiatan

sunnah-
telah
oleh para

maupun
ijtihad
dilakukan dan dipelopori
sahabat generasi awal, yaitu Abl Bakar,
Umar bin Khattab, Usman bin ‘Affan,
dan “‘Ali bin Abi Talib, dan diikuti oleh
para sahabat terkemuka lainnya, seperti
Ubay bin Ka’ab, dan yang lainnya.*®
Sesudah Rasulullah wafat (w. 632
H), maka kedudukan ijtihad dipandang
sebagal alat untuk menggali sumber-
sumber  hukum
sahabat Nabi biar bagaimanapun tidak
dapat terpaku kepada teks sga, di

Isam karena para

samping mana nas-nas a-Qur’an dan
hadis adalah sangat terbatas, Sedangkan
peristiwva-peristiwa yang dihadapi oleh
para sahabat itu demikian rupa banyaknya
tiada terbatas. Maka sudah semestinyaah
mereka menghadapi peristiwa-peristiwa
tersebut dengan mendudukkan sesuatu
pada tempatnya demi mencari jalan yang
benar dengan berpedoman pada kaidah-

kaidah umum dari agama.*

“Muhammad Ali as-Sayis, Tarikh al-Figh
al-Islami  (Mesir: Maktabah wa Matba’ah
Muhammad “Ali Sabih wa Auladuh, t.t.), h. 22.

“Ilbrahim Hosen, Figh Perbandingan
dalam Masalah Nikah, Thalag, Rujuk dan



Para sahabat dalam melakukan ijtihad,
secara metodologis, mereka mencari
ketentuan hukum daam a-Qur’an,
kemudian dalam sunnah Rasulullah. jika
tidak ditemukan, mereka mencari indikasi-
indikasi yang dapat mengantarkan pada
yang
menganal ogikan pada masalah yang ada

pemahaman  hukum benar,
nas-nya sekiranya itu memungkinkan
dapat dilakukan.*’ Dari konteks ini, 1bn
Qayyim mengatakan bahwa para sahabat
dalam berijtihad telah menggunakan
kiyas dalam berbagai persoalan hukum,
dan membanding-bandingkan pendarannya
dengan penalaran mujtahid yang lain.*®
Abu Zahrah mengatakan bahwa sebagian
sahabat berijtihad dalam batas-batas
pemahaman a-Qur’an
sedangkan sebagian sahabat yang lain

dan sunnah,
menggunakan kiyas dan madlahat
mursalah.*® Bahkan lebih jauh, Muhammad
‘Ali as-Sayis mengatakan bahwa para
schaba ddam berijtinad mereka menggunekan

Hukum Kewarisan (Jakarta: Balai Penerbitan dan
Kepustakaan Islam Yayasan lhya ‘Ulumuddin
Indonesia, 1971), Jd ke 1, h. 10.

“’Sayyid Muhammad Misa Tiwana, al-
Ijtihdad wa Maza Hajatuna llaih fi Haza al-‘Asr
(T.tp.: Dar al-Kutub al-Hadisah, t.t.), h. 38.

“8gyamsuddin bin Abdillah Muhammad bin
Abi Bakr ibn Qayyim gj-Jauziyyah (selanjutnya
ditulis Ibn Qayyim), I’lam al-Muwaqgi’in ‘an
Rabb al’’Alamin (Bairut: Dar al-Kutub al-
‘Iimiyyah, 1425 H/2004 M), h. 94. Muhammad
a-Khudari Bik, Usal al-Figh (Bairut: Dar al-
Fikr, 1409 H/1988 M), h. 346.

“Muhammad Abl Zahrah, Muhadarat
Tarikh al-Mazahib al-Islamiyyah (Mesir: Dar al-
Fikr al-‘Arabi, t.t.), Juz ke 2, h. 23.
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giyas, istihsan, bara’ah al-asliyyah, sad
az-zari’ah, dan al-masalih al-mursalah.®
Misalnya, Umar bin Khattab lebih
cendrung menggunakan al-maslahah di
samping menggunakan giyas. Sedangkan
Ali bin Abi Talib dan Abdullah bin
Mas’0d keduanya lebih banyak menggunakan
giyas meskipun terkadang menggunakan
Ibn
Mas’0d dalam menggunakan giyas, ia
laki-laki
(muslim) menikahi perempuan ahli kitab
dengan menganaogikan kepada perempuan
musyrikah, yang menurut al-Qur’an
surat a-Bagarah (2): 221 dilarang

menikahinya. Di mana ia mengakui Isa

al-maslahah.> Sebagai contoh,

melarang seorang mukmin

sebagai Tuhan sebagaimana keyakinan
kitab. Menurut lbn
Mas’ad pengakuan itu sebagai syirik

golongan ahli

yang paing besar. Dan ia menafsirkan
kata “al-muhsanat”
Maidah (5): 5 itu dengan al-muslimat

dalam surat al-

(perempuan-perempuan muslimah),> dan

tentunya masih banyak lagi bukti-bukti

®Muhammad ‘Ali as-Sayis, Tarikh al-Figh
al-Islami, h. 36. ‘Abd as-Sami’ Ahmad Imam
dan Muhammad ‘Abd al-Latif Syai’i, Kitab al-
Muijiz fi al-Figh al-Islami al-Mugaran (Mesir:
Dar at-Tiba’ah al-Muhammadiyyah, t.t.), Juz ke
1, h H.

*IMuhammad Aba Zahrah, Muhadarat, Juz
ke?2, h. 17-18.

Artinya: “(Dan dihalalkan mengawini)
wanita-wanita yang menjaga kehormatan di
antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-
wanita yang menjaga kehormatan di antara
orang-orang yang diberi al-Kitab sebelum
kamu™.



lain yang menjadi contoh konkrit dari
para sahabat dari penerapan metode-
metode ijtihad tersebut.

Dari perkembangan ijtihad di kalangan
para sahabat tersebut di atas, terlihat
mereka sangat memahami apa yang
harus mereka putuskan dan tetapkan
tidak
terkesan memaksakan kehendak ego

ketentuan-ketentuan hukumnya,

pribadinya, bahkan tidak segan-segan
sekiranya pendapatnya keliru merubah
dan memperbaiki pendapatnya, atau
mencabutnya jika terdapat pendapat
sahabat lain yang dipandang lebih benar
dan kuat. Selain daripada itu, jika
dihadapkan pada kasus hukum yang
sudah dicari rujukannya tidak ditemukan
di dadam a-Qur’an,
perbendaharaan pengetahuan dari masing-
masing sahabat, mereka melakukan

musyarawah dengan menyatukan perseps,

sunnah, dan

pandangan, dan mencari titik temu,

maka terjadikan kata sepakat apa yang

disebut dengan ijma’ as-sahababh.
Tradis ijtihad yang dilakukan para

sahabat,”® pada fase-fase berikutnya

*3Dimaksudkan dengan sahabat, yaitu orang
yang bertemu dengan Nabi saw. dalam keadaan
muslim dan mati dalam keadaan Islam. Atau,
orang yang bertemu dengan Nabi saw. dalam
keadaan mukmin dan mati dalam keadaan Islam.
Lihat, Mahmid at-Tahhan, Taisir Mustalah al-
Hadis(Bairut: Dar as-Sagafah al-Islamiyyah,
1985), h. 198. Ali Jumu’ah, Qaul as-Sahabah
‘Ind al-Usiliyyin (Mesir: Dar ar-Risalah, 1425
H/2004 M), h. 8. Masa sahabat ini bertolak dari
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diikuti oleh generasi-generas penerusnya,
yaitu tabi’in dan atba’ tabi’in®* yang
tersebar di berbagai daerah kekuasaan
pemerintahan Islam ketika itu. Seperti di
Madinah, muncul: Umm a-mu’mini
‘Aisyah as-Sadigah (w. 57 H), ‘Abd
Allah bin Umar (w. 73 H), Abl Hurairah
(w. 58 H), Sa’id bin al-Musayyab (w. 94
H), dan lain-lain. Di Makkah, muncul:
‘Abd Allah bin Abbas (w. 68 H),
Mujahid bin Jabr (w. 103 H), ‘Ikrimah
Maula Ibn Abbas (w. 107 H), ‘Atd’ bin
Abi Rabah (w. 114 H), dan lain-lain. Di
Kufah, muncul: *‘Algamah bin Qais an-
Nakha’i (w. 62 H), Masriq bin al-Ajda’
al-Hamdani (w. 63 H), dan lain-lain Di
Basrah, muncul: Anas bin Malik al-
Ansari (w. 93 H), Aba al-‘Aliyah Rafi’
bin Mahran ar-Rayahi (w. 90 H), al-
Hasan bin Abi a-Hasan Maula Zaid bin

sahabat yang paling terakhir wafat adalah Abd
Tufail, yaitu sekitar tahun 120 hijriyah, berarti
masa sahabat sekitar 97 tahun dari pasca
wafatnya Nabi Muhammad saw. Oleh karena itu,
para ulama berasumsi bahwa masa sahabat
berakhir sampai pada tahun 100 hijriyah, dan
sgjak itu mula masa tabi’in. Masa tabi’in
berlangsung sekitar 80-an tahun dimulai sgjak
tahun 100 hijriyah, berarti masa tabi’in berakhir
pada tahun 180 hijriyah. Dan tahun 180 hijriyah
dimulai masa atha’ tabi’in hingga berakhir pada
tahun 220 hijriyah. Lihat, Ab0d Rayyan, Adwa’
‘alaas-unnah al-Muhammadiyyah (Mesir: Dar
al-Ma’arif, t.t.), h. 243.

*Dimaksudkan dengan tabi’in, yaitu orang-
orang yang bertemu dengan sahabat dalam
keadaan muslim dan mati dalam keadaan Islam.
Mahmad at-Tahhan, op.cit.,h. 202. Sedangkan
atba’ tabi’in ialah orang-orang yang bertemu
dengan tabi’in  dan meriwayatkan hadis
daripadanya. Abl Rayyan, lbid.,h. 244.



Sabit (w. 110 H), dan lain-lain. Di
Syam, muncul: ‘Abd ar-Rahman bin
Ganam a-Asy’ari (w. 78 H), Abl Idris
al-Khaulani (w. 80 H), dan lain-lain. Di
Mesir, muncul: ‘Abd Allah bin ‘Amr
bin a-‘As (w. 65 H), Abu al-Khair
Marsad bin ‘Abd Allah al-Yazni (w. 90
H), dan lain-lain. Di Yaman, muncul:
Tawus bin Kaisan al-Jundi (w. 106 H),
Wahab bin Manbah as-$San’ani (w. 114
H), dan Yahya bin Abi Kasir (w. 129
H).55

Kehadiran para mujtahid dan mufti
di berbagai daerah inilah yurisprudensi
Islam mengalami kemgjuan yang pesat
dari waktu ke waktu. Pada masa Nabi
saw. dan masa sahabat ini sering disebut
“fase permulaan dan persiapan fikih
Islam”, maka pada masa tabi’in dan
atbd’ tabi’in disebut “fase pembinaan
dan pembukuan fikih Islam” (akhirabad
IV H).
Berarti pada fase kedua ini berlangsung
sekitar 250 tahun. Pada masa ini tampak
kemagjuan ilmu pengetahuan dan teknologi

| sampa pertengahan abad

di masanya di dunia Islan mengaami
kemguan yang sangat pesat, bahkan
mencapal puncak keayaannya. Pada

masa tabi’in, pada masa ini praktik

®Muhammad a-Khudari Bik, Tarikh at-
Tasyri’ al-Islami (Indonesia: Dar lhya’ al-
Maktabah al-‘Arabiyyah, 1401 H/1981 M), h.
150-165.
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ijmak merupakan suatu proses yang
memandang ke depan dengan menggunakan
berpikir deduktif analogis (giyas)-ijma’
sebagal

dinamis

instrumen yang hidup, dan

untuk  merekongtruks  dan
menciptakan tatanan hukum baru sesuai
dengan kebutuhan
Misalnya, Ibn al-Mugaffa’ (w. 140 H),
dan Abl Yasuf (w. 182 H) menghendak

pemerintah mengambil

tuntutan Zaman.

peran daam
menyelesaikan perbedaan pendapat tentang
perihal hukum. Sekalipun gagasan ini
tidak berhasil diwujudkan, tetapi upaya
untuk mereformasi problematika hukum
senantiasa muncul dalam wacana. Al-
Mugaffa’ tidak merasa puas dengan
berbagal perbedaan pendapat di kaangan
para pakar hukum. Karena itu, ia
menyerahkan kompetensi periha hukum
sepenuhnya  kepada khalifah Harun ar-
Rasyid (w. 809 H). Abd Yasuf juga
menyatakan
mukminin, ambillah salah satu pendapat

bahwa “wahai amirul
dari berbagai pendapat yang ada yang
engkau sukai yang paling baik bagi
kepentingan umat Islam, karena engkau
telah diperbolehkan untuk melakukannya.®

Sebagai contoh, antara para imam
mujtahid Hijaz Madinah, dan Irak yang
saling mengklaim bahwa persoalan yang

diperbincangkannya itu sebagai ijma’

*®Ljhat, Aba Yasuf, op.cit., h. 11, 31, dan
34.



mujtahid wilayah mereka, di antaranya
mengenal salat jenazah bagi orang yang
mati syahid dalam medan perang.
Menurut Imam Malik berdasarkan suatu
riwayat yang diterimanya dari para
cendikiawan (ahl al-‘ilm) bahwasannya
para syuhada tidaklah dimandikan dan
tidak pula disalatkan. Para syuhada
dikubur dengan pakaian yang mereka
kenakan ketika gugur. Lebih jauh ia
memandang bahwa sunnah ini hanya
dapat diterapkan pada mereka yang
gugur di tempat dan bukan pada mereka
yang terluka dan meningga setelah
dibawa ke tempat perawatan. Berbeda
dengan para cendikiawan Madinah, para
imam mujtahid Irak berpendapat bahwa
para syuhada yang gugur di medan
perang memang tidak dimandikan, tetapi
jenazahnya tetap disalatkan. Mereka
berpedapat demikian atas dasar tindakan
Rasulullah Saw. terhadap para syuhada
yang gugur dalam perang Uhud. Kasus
Imam Malik bahwa

ini tegaskan

pendapat yang dikemukakannya ini
adalah ijma’ ahl al-Madinah sebagai
sunnah. Tetapi bagi para imam mujtahid
Irak, tidak menganggap bahwa hal itu
sebagai sunnah.’

contoh perbedaan pendapat

tersebut di atas, terlihat bahwa eksistens

Dari

>"Ahmad Hasan, op.cit., h. 158-159.
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ijmak pada masa tabi’in adalah
konsensus yang terjadi antar para ahli
hukum bersifat lokalitas regional, karena
terbukti muncul konsensus-konsensus di
berbagai seperti di Hujaz,
Madinah, dan Irak, dan wilayah-wilayah

yang lainnya, bukan konsensus para

wilayah,

pakar hukum secara kesel uruhan.

2) Ijmak pada Periode Imam Syafi’i
Pada awalnya Imam asy-Syafi’i

tidak ikut serta dalam mengkonstruksi
teori hukum Islam, ia hanyalah sebagai
pengkaji dari berbaga disiplin ilmu dari
para gurunya yang berada di berbagai
daerah, dan pengamat evolusi dinamika
teori hukum, terutama dari yang telah
dikembangkan oleh Imam Abi Hanifah
(w. 150 H) dan para pengikutnya, dan
Imam Malik (w. 179 H) dan para
pengikutnya. Setelah menguasai teori-
teori hukum dan sekaligus metodologi
pemahaman hukum dari dua dliran
pemikiran hukum (ahl al-hadis, dan ahl
ar-ra’y) itu, barulah ia mengadakan
pengandisaan secara kritis dan mendalam
terhadap dua aliran pemikiran hukum
tersebut. Dari sinilah menurutnya kedua
pola pemikiran itu diketahui kekurangan
den kdemahamnya Akhimya, ia mengkondruks
metode istinbat al-ahkam dengan mendtesa
dari kedua pola pemahan yang telah ada,
tetapi betul-betul direfleksikan dengan

redaksional dan gaya bahasa Imam asy-



Syafi’i sendiri secara orisinal. Nurcholis
Madjid ddam kata pengantar penerjemahan
ar-Risalah mengatakan merupakan
“pengungkapan gagasan dan wawasannya
tentang prinsip-prinsip yurisprudensi ”.%®

Kehadiran asy-Syafi’i dalam sejarah
perkembangan pemikiran hukum Islam
merupakan era baru bagi perumusan
teori-teori hukum. laterlihat tidak terikat
dengan diran pola pemikiran hukum
yang telah ada dan berkembang
sebelumnya, tetapi, ia mempunya pola
yang telah
dirumuskannya sendiri, meskipun pola
pemikiran bertolak

belakang dengan doktrin-doktri

pemikiran hukum

hukumnya itu
teori
hukum diran sebelumnya. Namun
demikian, mayoritas ulama konvensional
dan kontemporer mengakui bahwa “asy-
Syafi’i sebagai perintis sistem hukum,
dan peletak metodologi pemahaman
hukum Islam dengan pola berpikir
deduktif-andogis (al-giyas), yang kemudian
diiktui oleh para ahli hukum masa-masa
berikutnya.®® Para ahli segjarah hukum
Isam di antaranya Noel J. Coulson
mengakui bahwa asy-Syafi’i sebagai
Bapak Yurisprudenss Hukum Islam,

suatu julukan yang cukup pantas. Dalam

% Lihat, Imam Syafi’i, ar-Risalah,
penerjemah Ahmadie Thoha (Jakarta: Penerbit
Pustaka Firdaus, 13001 H/1986 M), h. xviii.

*Muhammad Abd  Zahrah, asy-Syafi’i
Hayatuh ..., op.cit, h. 11-12.
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hal ini ia sebanding dengan kedudukan
Aristoteles di lapangan filsafat (sebagal
orang yang digelari Bapak Filsafat).®
Senada dengan Coulson, Wael B. Hallag
dalam catatan kaki bukunya menyebutkan
tentang “kebapak-an” asy-Syafi’i dalam
ilmu metodologi hukum Islam (usdl al-
figh) dengan “was al-Shafi’i the Master
Architect of Islamic Yurisprudence”.®

Mode metodologi pemahaman hukum
Islam yang telah dirumuskan Imam asy-
Syafi’i, sekaligus melihat perkembangan
teori ijmakpada masanya. Sumber hukum
menurut asy-Syafi’i adalah al-Kitab (a-
Qur’an), as-sunnah, al-ijma’ dan kemudian
al-giyas.®Tetapi sedikit berbeda hierarkhis
sumber hukum Islam yang terdapat di
daam al-Umm, asy-Syafi’i mengemukakan
yaitu al-Kitab dan as-sunnah satu
dergjat, al-ijma’, fatwa sahabat Nabi
yang tidak adaperbedaan, fatwa sahabat
yang terjadi perbedaan pendapat di
antara mereka, dan al-qiyas.®

®Noel J. Coulson, The History of Islamic
Law, diterjemahkan oleh Hamid Ahmad dengan
Hukum Islam dalam Perspektif Sgjarah (Jakarta:
Penerbit P3M, 1987), h. 69.

®\Wael B. Hallag, A History of Islamic
Legal Theories, diterjemahkan oleh E.
Kusnadiningrat dan Abdul Haris bin Wahid
dengan Sgjarah Teori Hukum Islam Pengantar
untuk Usul Figh Mazhab Sunni (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2000), h. 44.

®2Asy-Syafi’i, ar-Risalah, op.cit., h. 508-
511.

8 Asy-Syafi’i, al-Umm (Mesir: T.p., t.t),
Jid. ke7, h. 246.



Dari kronologis sumber hukum tersebut
terlihat jelas asy-Syafi’i menempatkan
posisi ijmak sebagai sumber hukum
ketiga, sesudah a-Qur’an dan sunnah,
dan giyds menempati posisi keempat.
Sementara berdasarkan fakta sgarah
sebelum masa asy-Syafi’i, posisi kiyas
pada urutan ketiga, dan ijmak pada
urutan keempat. Persoalannya, mengapa
hal ini terjadi pergeseran posisi, dan
begaimanaimplikasnya terhedgp perkembangan
sstem hukum dan metodologi pemahaman
hukum Islam (usal al-figh) 2.

Imam asy-Syafi’i memposisikan ijma’
sebagai sumber hukum ketiga adalah
sebaga upaya rekonstruks dari kronologis
sumber hukum yang telah ada sebelumnya
dengan tujuan untuk mencgpa keseragaman
ddam hukum, dan kekuatan yang
mengikat dari hasil yang disepakatinya.
Karena menurutnya, ijmak tidak boleh
terjadi hanya pada kelompok atau
kalangan ulama mujtahid tertentu di
suatu tempat tertentu. Hal ini terjadi
pada masa sebelumnya, seperti ijma’ ahl
al-Madinah,

ijma’ ‘ulama’ al-‘Iraq, dan kelompok

ijma’ ‘ulama’ al-Kdfah,
ijmak yang lainnya. Ijmak harus berifat
menyeluruh, totatlitas, dan tidak ada satu
yang tidak
menyepakatinya. Bagi Imam asy-Syafi’i

ulama mujtahid pun

hanya ada satu ijmak yang sah, yaitu
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kesepakatan pendapat oleh seluruh
masyarakat muslim, para ahli hukum,
dan seluruh pengikutnya.®*

[jmak dalam terminologi asy-Syafi’i
ini terkesan ketat dan kaku, dan bahkan
formal, sehingga bisa diprediks sulit
akan terjadi ijmak, karena kesepakatannya
bersifat totalitas. Sedangkan kehadiran
ijmak pada masa-masa awal di kalangan
mazhab hukum identik dengan sunnah,
dan bersifat fleksibel aplikasinya dalam
penyelesian kasus hukum yang terjadi.
Fazlur Rahman menegaskan bahwa
ijma’ pada mazhab hukum awal sangat
mirip dengan sunnah yang hidup, yaitu
praktik hukum yang diamalkan oleh
[tulah
sebabnya mengapa term sunnah dengan
pengertian sebagal praktik yang disepakdi
secara bersama, yaitu praktik yang
aktual. Bahkan lanjut Rahman, secara

umat secara terus menerus.

litera sunnah dan ijma’ saling berpadu,
dan secara aktual dan material adalah
identik.%® Dua term tersebut begitu dekat
satu samalain.

Praktik ijmak dalam konseps asy-
Syafi’i hanya mungkin terjadi pada jenis
pengetahuan yang umum (‘ilm al-
‘ammabh), bukan pada pengetahuan yang
spesifik (‘ilm al-khassah).
‘ammah ini meliputi perintah-perintah

‘Im  al-

®Noel J. Coulson, op.cit., h. 67.
®Fazlur Rahman, op.cit., h. 18.



wagjib, dan larangan-larangan, seperti
salat
mengeluarkan zakat, berangkat haji bagi

lima waktu, puasa ramadan,
mereka yang mampu, larangan berzina,
membunuh, mencuri, dan mengkonsumsi
narkoba (syarib al-khamr).®® Sedangkan
jenis ‘ilm al-khassah yaitu pengetahuan
yang berkaitan dengan perincian dari
kewajiban-kewgjiban pokok (furd’ al-
fard’id) yang tidak disebutkan dengan
jelas daam a-Qur’an dan sunnah.
Kaaupun jenis pengetahuan ini terdapat
di dalam sunnah, tetapi ia ditransmisikan
oleh masing-masing persona (al-akhbar
al-khassah), dan bukan oleh banyak
orang secara umum (al-akhbar al-
“ammah®’

Konsep ijmak asy-Syafi’i demikian
ini dengan tujuan bahwa ia menginginkan
dapat menolak bahkan menghilangkan
beragam ijmak yang terjadi di suatu
daerah yang bersifat sektoral-regional,

seperti ijma’ ahl al-Madinah, ijma’
‘ulama’ Kdfah, ijma’ ‘ulamad’ Basrah,
dan lain-lain. Padahal, pada masa

mazhab-mazhab awal, konsep ijmak
bukanlah sebuah fakta yang statis, kaku,
formal, dan totalitas yang diciptakan,
tetapi sebuah proses konsensus yang
demokratis yang terjadi dengan terus-

menerus, berkembang secara aami,

A sy-Syafi’i, al-Umm, op.cit., h. 255-257.
%" Asy-Syafi’i, ar-Risalah, op.cit., h. 50.
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mengakomodir semua gagasan dan
pandangan baru yang mengemuka di
kalangan para imam mujtahid, dengan
terus mereka melakukan ijtihad dengan
pendekatan deduktif analogis (giyas),
sehingga tercapal suatu kesepakatan (al-
ijma’).

3) ljmak pada Periode Klasik

Pasca periode Imam asy-Syafi’i,
datanglah suatu masa di mana para imam
mujtahid tertuju semua perhatiannya
pada problematika sunnah (hadis) yang
berlangsung selama satu abad, tepatnya
dari tahun 204 H/820 M-300 H/900 M.
Dinamika teori-teori hukum ketika itu
hampir semuanya diwarnai oleh sunnah
sebagal penyanggah doktrin asy-Syafi’i
(w. 204 H/820 M). Doktrin asy-Syafi’i
tentang sunnah ini  diterima oleh
mayoritas umat 1am, sehingga menjelang
tahun 300 H/900 M. umat Islam telah
berhasil mengkonstruksi teori hukum
Islam, yang secara integra menyerap
doktrin asy-Syafi’i. Karenanya Imam
asy-Syafi’i mengenai sunnah (hadis) ini
disebut sebagai penolong hadis (nasir al-
hadis) dan penyelamat dari pemalsuan
hadis, kebohongan informasi, dan hal-
hal yang berkaitan transmisi hadis yang
di-marfu’-kan kepada Nabi Saw.

Ciri

periode klasik ini

khas yang menonjol dari
adalah lahir dan

terumuskannya hadis menjadi  sebuah



disiplin ilmu (‘ilm al-mustalah al-hadis).
Paraulamahadis, mereka mendarmabaktikan
ilmu dan waktunya untuk menghimpun,
mendokumentasi kan,mengkodifikasikan,
dan mengklasifikaskan hadis-hadis yang
diterima dari masyarakat (para perawi
hadis, yang dinilai adil dan terpercaya).
Secara  akademik,
sesungguhnya bukanlah pakar hukum,

muhaddisin  ini
tetapi hanya pentransmisi hadis yang
mengkontribusikan bahan baku untuk
diolah lebih lanjut. Bahan baku berupa
data hadis ini akan diuji, dan diandlisis
dengan  menggunakan
penelitian hadis, apakah hadis-hadis

yang telah terhimpun itu memenunhi

metodol ogi

kriteria dan persyaratan sebaga hadis
kategori mutawatir, ahad, dan seterusnya
Selama periode ini, lahirlah beberapa
kitab (buku) kodifikas hadis yang
diyakini oleh umat Islam sebagai buku
hadis terpercaya validitasnya, karena
telah melalui tahapan penyaringan yang
ketat, dan terbebas dari hadis-hadis yang
palsu (al-ahadis al-maudi’), yaitu kitab
Sahih al-Bukhari, yang disusun oleh
Imam al-Bukhari (w. 256 H/870 M), dan
kitab Sahih Muslim, yang disusun oleh
Imam Muslim (w. 875 M). Kedua kitab
ini mendapat reputasi tertinggi dari kutub
as-sittah yang ada dalam teori hukum
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Isam, karena dinilai validitas hadis-
hadisnya teruji dan otentik.

Menjelang abad Il H/IX M. posisi
dan kedudukan sunnah sudah menjadi
kuat dalam konteks teori hukum Islam
sebagal manifestasi dari doktrin asy-
syafi’i. Hal ini sejalan dengan semakin
meluasnya kekuasaan  pemerintahan
Islam di
berkembangnya teori hukum Isdlam di

satu Sisi, dan  semakin
sis lain. Tetapi implikasi dari doktrin
teori hukum asy-Syafi’i ini mengakibatkan
kreatifitas berpikir bebas terbatas, terkesan
kaku, sempit, dan doktrin-doktrin hadis
sudah dipandang identik dengan wahyu
Allah. Dengan demikian, nyaris kebebasan
berpikir dalam periha hukum yang telah
berlangsung pada mazhab-mazhab hukum
awd, pada akhirnya statis dan mengalami
kemandegan yang berkepanjangan, karena
telah terkooptas dan terbingkai dengan
doktrin hukum yang berkembang, yang
hampir satu abad lamanya. Menjelang
abad 1V H/X M. perbedaan prinsip yang
sudah mengemuka pada masa lau
mengenal ruang lingkup garan Allah
(wahyu llahi) sudah bisa dipecahkan
melalui teori hukum yang ada. Jadi,
doktrin keseragaman dan kesamaan cara
merumuskan dan mengambil konklusi
hukum dari teksteks a-Qur’an dan
sunnah mutawatirah telah diterima oleh



umat Islam (jama’ah al-muslimin), dan
inilah yang disebut dengan teori hukum
klasik.

Katan dengan eksstens ijmak dalam
teori hukum klasik, banyak para mujtahid
teddlah mendefiniskan terminologi ijmak
dengan beragam stersing dan redaksiond, di

antaranya  al-Gazali  (w.505 H)
mendefinisikan dengan “kesepakatan
umat Nabi Muhammad Saw. secara

khusus mengenai suatu permasalahan
agama”.®® Dalam bahasa J. Ccoulson,
yaitu kesepakatan pendapat oleh sekuruh
masyarakat muslim, para ahli hukum,
dan sekalian pengikutnya.®*Terminologi
ijmak yang dikemukakan oleh al-Gazali
ini banyak mendapat kritikan dari para
pakar hukum, karena tidak mungkin
seluruh umat Islam dan seluruh para
pakar hukum secara totalitas bersepakat
dalam suatu persoalan kasus hukum.
Untuk al-Amidi 631 H)
mendefiniskan ijmak sebaga sintesa

itu, (w.
dari definisi-definisi sebelumnya (seperti
al-Qarafi (w. 684 H), dan al-
685 H)
“Kesepakatan dari sejumlah ahl al-halli
wa al-‘aqd dari umat Nabi Muhammad

Saw. pada suatu masa tertentu, tentang

dari

Baidawi  (w. dengan:

kasus hukum tertentu. Tetapi, bila masa

diikutsertakan, maka definis ijma’

A |-Gazali, al-Mustasfa, loccit.
 Noul J. Coulson, loc.cit.

23

menjadi “kesepakatan dari semua orang
yang secara hukum bertanggung jawab,
Muhammad

Saw. pada suatu masa tertentu, berkaitan

dan termasuk umat Nabi

dengan suatu
terjadi”.”™

kasus hukum yang

Konsep ijmak pada periode klasik
ini seperti telah disinggung di atas, secara
temindlogs merupekan kesgpekaan pendapat
para pakar hukum yang berkompeten
pada suatu kasus hukum dan pada masa
tertentu. Kesepakatan pendapat ini
dipandang bersifaa mutlak. Karena
otoritasnya dagpat menjamin kelangsungan
doktrin agama dari masa awalnya sampai
sekarang ini. Agama diyakini oleh
mereka hampir tidak bisa berdiri tegak
tanpa otoritas ijmak. Ijmak-lah yang
menjamin orisinilitas a-Quran, dan
kitab-kitab hadis sebagai pen-tabyin
pesan-pesan moralitas wahyu Allah (a-
Qur’an). Oleh karena pola pandang
mereka demikian, a-Juwaini (w. 478 H)
menjadikan syari’ah bergantung dengan
ijma’ dengan mengatakan bahwa ijma’
adalah tali pengikat syari’ah, dan
daripadanya syari’ah memperoleh otoritasnya.”*
Hampir senada dengan a-Juwaini, al-

Qarafi (w. 684 H) mengatakan bahwa

0 Al-Amidi, al-lhkam, Juz ke 1, loc.cit.

™Imam al-Haramain Abl al-Ma’ali ‘Abd
a-Malik bin ‘Abd Allah al-Juwaini (selanjutnya
ditulis a-Juwaini), al-Burhan fi Usal al-Figh
(Mesir: Dar al-Ansar, t.t.), Juz ke , h.192.



ijmakadalah  sesuatu  yang
menentukan dibandingkan tiga sumber

paling

hukum lainnya.”® Sedangkan as-Sarakhsi
(w. 490 H) lebih menegaskan bahwa
barang sigpa yang menolak validitas
ijmak berarti secara tidak langsung
mereka meruntuhkan agama.”

Pada periode klasik ini terlihat jelas
bahwa teori ijmak mempunya kedudukan
yang sangat kuat, karenanya menjadi
sumber hukum yang bersifat pasti
(gat’i), tidak bisa dibatalkan oleh ijmak
yang datang kemudian, dan bahkan tidak
bisa dibatalkan oleh a-Qur’an dan
sunnah. Karena, ijmak terjadi sesudah
wafat Rasulullah Saw. sekaligus wahyu
Allah tidak turun lagi.

Pada awal abad 1V H/abad X M.
para ulamaketika itu tampak kreatifitas
ijtihad dan perkembangan teori hukum
Isam yang berjaya selama 250 tahun
semakin redup (datis) disebabkan muncul

doktrin
semangat teklid (riih at-taglic)™ menggantikan

“pintu ijtihad tertutup” dan

2 Al-Qarafi, Syarh Tangih, op.cit., h. 146.

" Abd Bakar Muhammad bin Ahmad bin
Abi Sahl as-Sarakhsi, Usil as-Sarakhs (Mesir:
Dar al-Kitab al-*Arabi, 1372 H), Juz ke 1, h. 296.

“Taklid (at-taglid) menurut perspektif
ulama adalah mengamalkan dan berpegang pada
satu pendapat, atau menerima satu pendapat
tanpa mengetahui dasarnya. Orang yang
bertaklid disebut mugallid. Akibat timbulnya
sikap taklid ini disebabkan oleh ketidakberanian
seseorang untuk menggali langsung dari teks-
teks al-Qur’an dan sunnah. Sementara waktu itu,
para ulama merasa cukup dengan apa yang telah
ada dalam masing-masing mazhab yang mereka
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kreatifitas ijtihad tersebut,
berskap taklid menjadi suatu keniscayaan
bagi para mujtahid. Pada abad

merupakan permulaan abad kemunduran

sehingga

ini

gerakan pemikiran hukum dan mencapai
titik kemandegannya hingga jatuhnya
kota Bagdad di tangan Hulagu Khan
pada tahun 656 H/1258 M. Pada periode
semakin

ini menguatnya dinamika

mazhab dan tersiarnya konformitas
secaraluas dalam kehidupan masyarakat.
al-a’immah al-arba’ah pada masa ini
sudah berkembang dan mempunyal
kedudukan yang stabil daam masyarakat,
perhatian dan penggalian hukum dari
para mujtahid tidak lagi digali langsung
dari a-Qur’an, sunnah, dan sumber-
sumber lainnya, tetapi tertuju pada kitab-
kitab fikih mazhab mereka. Mereka lebih
cendrung untuk mencari dan mengaplikaskan
produk-produk ijtihadiyyah pada imam
mujtahid mazhabnya ketimbang berusaha
menggali sendiri, meskipun sebagian
ijtihad mereka sudah tidak relevan lagi
dengan kondisi era saat ini. Lebih dari
itu, sikap toleransi bermazhab di
kalangan pengikut mazhab-mazhab fikih

terlihat semakin pudar. Bahkan sering

anut. Lebih lengkap uraiannya, lihat, al-Khudari
Bik, Tarikh at-Tasyri’ al-Islami (Indonesia: Dar
lhyd’ al-Maktabah al-*Arabiyyah, 1401 H/1981
M), h. 324-327. Muhammad Salam Mazkar, al-
Ijtihad fi at-Tasyri’ al-Islami (Mesir: Dar an-
Nahdah al-‘Arabiyyah, 1984), h. 170-171. J.
Coulson, op.cit., h. 94.



kali muncul kompetisi dan bermusuhan
akibat
(ta’assubiyyah) terhadap mazhabnya.
Misanya a-Karakhi (w. 430 H)
mengatakan bahwa setigp hadis yang

fanatisme yang berlebihan

kontradiksi dengan sesuatu yang ada
pada teman-teman kami, maka sesuatu
itu harus diinterpretasikan (mu’awwal),
atau dihapuskan (mansikh).” Masa
masa kemunduran gerakan pemikiran
hukum, seperti hilangnya kebebasan berpikir,
munculnya sikap fanatik mazhab, serta
meningkatnya konformitas tersebut ternyata
berlangsung lama, sgak
pertengahan abad 1V hingga abad XIlII
H/abad X1 hingga abad XVIII M. Abad
ini biasa disebut sebagai “fase kemunduran

cukup

pemikiran hukum Islam”, atau “periode
taklid dan penutupan pintu ijtihad”.
Adapun mengena penutupan pintu
ijtihad, Fazlur Rahan menegaskan bahwa
“pintu ijtihad di dalam Islam sudah
tertutup”. Tidak ada seorang pun yang
benar-benar mengetahui kapan “pintu
ijtihad” tersebut ditutup, dan siapakah
sesungguhnya yang telah menutupnya.
Di mana pun kita tidak menemukan
pernyataan tertutupnya “pintu ijtihad”
tersebut adalah perlu atau memang
diinginkan, atau mengena penutupan
“pintu ijtihad” itu sendiri, meskipun kita

™ Al-Khudari Bik, Tarikh Tasyri’, op.cit.,
h. 326.
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tidak dapat menemukan penilaian-penilaian
dari para penulis di kemudian hari bahwa
“pintu ijtihad telah tertutup”.”®Pandangan
Rahman sebenarnya menegaskan
bahwa secara formal pintu ijtihad tidak

ini

pernah ditutup, pintu ijtihad senantiasa
terbuka, dan tidak seorang pakar hukum
pun di manaia berada berhak dan pernah
menutup pintu ijtihad. Dan problem
penutupan pintu ijtihad, di kalangan para
ulama, dan umat Islam pada umumnya
terjadi
berkesudahan hingga sekarang ini.

pro dan kontra yang tidak

e. Kemungkinan Terjadi Ijma’ Sgpanjang
Masa
Di kalangan para ulama usul al-figh

klasik dan kontemporer telah membahas
tentang kemungkinan terjadi ijmak.
Dalam konteks ini pada faktanya terdapat
dua golongan pendapat: Golongan pendapat
pertama, yaitu mayoritas ulama usal al-
figh klask berpendgpat bahwa sesungguhnya
ijmak itu memungkinkan terjadi dan
dapat diwujudkan menurut adat (al-
‘adah). Mereka berkata bahwa pendapat
yang dikemukakan oleh orang-orang
terjadi
ijmak adalah merupakan ha yang nyata,

yang menolak kemungkinan

meskipun dikemukakan argumentas atas

kemungkinan terjadinyaijmak.”’

"®Fazlur Rahman, op.cit., h. 149.
" Abd al-Wahhab Khallaf, ‘llm Usal al-
Figh, loc.cit.



Sedangkan golongan pendapat kedua,
yaitu an-Nazam (w. 231 H), sebagian
ulama Khwarij, dan Syi’ah mengatakan
bahwa ijmak yang telah jelas rukun-
rukunnya itu tidak mungkin terjadi
secara adat, karena sulitnya meredlisir
tersebut.

menurutnya, karena tidak ada standar

rukun-rukun Kesulitan itu
baku untuk menetapkan kualifikasi
seorang mujtahid yang berijmak, sulit
menyatukan peserta ijmak dalam satu
pendapat mengenal suatu kasus hukum
yang terjadi mengingat mereka dari
berbagai negara berbeda kultur dan
budaya yang berkembang di negaranya
masing-masing, pandangan mereka sulit
sebuah  konklusi dan

dimasukkan dalam satu sistem yang

untuk diambil

dapat dipertanggungjawabkan, dan ijmak
tidak diperlukan kecuali jika tidak ada
dalil yang pasti. ljmak para mujtahid
yang didasarkan pada dalil yang tidak
pasti secara adat mustahil terjadi, karena
tidak adanya kesamaan terminologi
ijma’ dan pandangan mereka.”

2. Rekonstruks Ijmak dalam Konteks
ljtihad
a. Pergeseran Paradigma Ijma’ dalam
Konteksljtihad

" ihat, al-Kafi as-Subki, al-Ibhaj fi Syarh
al-Minhaj, loc.cit. ‘Abd al-Wahhab Khallaf,
op.cit.,, h. 48. Zakaria as-Sabri, op.cit., h. 70.
Wahbah az-Zuhaili, Usil al-Fighal-Islami, Juz
ke 1, op.cit., h. 568.
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Eksistens ijmak dalam konfigurasi
teori hukum Islam ternyata memainkan
peran yang sangat srategis daam pembentukan
pemikiran hukum Islam, sgak masa
sahabat hingga era modern. Akan tetapi
fungs dan kedudukannya sgak dahulu
hingga sekarang ini
problem kontroversial. Abdullah Ahmed
an-Na’im ketika mengkaji masalah ijmak
memunculkan beberapa pertanyaan, gpakah

masih  menjadi

yang dimaksud dengan ijmak, apakah ia
merupakan kebulatan suara penuh atau
tidak, kepada siapa
apakah ijmak dapat terjadi di kalangan
para sahabat dan umatnya di Madinah,

para ulama musim, dan ahli hukum

ijmakmengikat,

muslim secara umum, atau keseluruhan
umat Islam, apakah ijmak generasi awal
mengkat kepada sdurh generad baikutnya?”®
Pertanyaan-pertanyaan  an-Na’im  ini
muncul merupakan kritik tajam terhadap
kerancuan ijmakdan daya otoritasnya di
kalangan para ulama tradisiona dalam
memahami dan memakna ijmak. Misanya,
dalam beberapa literatur fikih dan usal
al-figh ditemukan terminologi ijmakyang
berbeda-beda. Ada yang mendefinisikan

Abdullah Ahmed an-Na’im, Toward an
Idamic Reformation Civil Liberties Human
Rights and International Law, diterjemahkan
olehAhmad Suaedy dan Amirudin ar-Rany
dengan  Dekonstruksi ~ Syari’ah ~ Wacana
Kebebasan Spil, Hak Asas Manusia dan
Hubungan Internasional dalam Islam
(Yogyakarta: Penerbit LkiS, 2001), Cet. ke 3, h.
48.



ijmakdengan kesepakatan umat Islam
ddam masdah agama, ada yang
stresingnya pada kesepakatan pendapat
orang-orang yang berkompeten untuk
bersepakat dalam masalah agama, dan
ada yang merumuskan dengan kesepakatan
bulat para ahli hukum pada waktu
tertentu di dalam masalah tertentu.®
Keberagaman terminologi dan kontrovers
terhadap eksistens ijmak ini muncul,
secara metodologis adalah karena belum
ada perangkat metodologi yang memadai
untuk mengantarkan umat Islam kepada
ideal daam menjawab
berbagai problematika kasus yang terjadi
dalam kehidupan masyarakat. Praktik
ijmak di
selama

ijmak yang

kalangan ulama tradisional
diketahui
disandarkan pada pendapat
(mujtahid, pakar hukum, ahl al-halli wa

itu otoritasnya

orang

al-‘aqd) dan teks-teks agama (al-Qur’an
dan sunnah), belum dilakukan secara
mekanisme dan prosedural semacam

muktamar, atau dewan lembaga ijmak,

®Lihat, Abu Hamid Muhammad bin
Muhammad al-Gazali (sdlanjutnya ditulis a-
Gazali), al-Mustasfa min ‘lim al-Usul (Mesir:
Syirkah at-Tiba’ah al-Fanniyyah al-Muttahidah,
1391 H/1971 M), h. 199. Saif ad-Din Abu Hasan
‘Ali bin Abu ‘Ali bin Muhammad al-Amidi
(selanjutnya ditulis al-Amidi), al-lhkam fi Usul
al-Ahkam (Riyad: Dar as-Sami’iy li an-Nasyr wa
at-Tauzi’, 1424 H/2003 M), Juz ke 1, Cet. ke 1,
h. 262. Ali bin ‘Abd al-Kfi as-Subki, al-Ibhaj fi
Syarh al-Minhaj ‘ala Manhaj al-Usul ila “IIm al-
Usul li al-Qadi al-Baidawi (Bairut: Dar al-Kutub
a-limiyyah, 1404 H/1984 M), Juz ke 2, Cet. ke
1, h. 349.
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tetapi masih lebih ditekankan pada
kepercayaan dan keyakinan bahwa
mereka (peserta ijmak) tidak mungkin
akan berbuat salah dengan berjama’ah.
Ijmak pada perkembangan awanya
identik dengan sunnah yang hidup
(living tradition),
kristalisasi dari aktifitas dan kredtifitas

karena merupakan
ijtihad masing-masing pribadi umat
Islam. Ijmak atau sunnah umat Islam
masa awal pada dasarnya merupakan
suatu proses yang meluas, atau interaksi
pendapat dengan terus-menerus yang
pada akhirnya diterima oleh semua umat
secara ijmak. Demikian ini menunjukkan
bahwa ijmak ketika itu tidak statis, tidak
kaku, prospektif ke masa depan, sebagal
ekspresi berpikir bebas (ra’y), tidak
menghilangkan  perbedaan-perbedaan
pendapat, dan dilakukan secara terus-
menerus meskipun secara lokal-regional.
Akan tetapi dalam redlitas faktanya
berkembang lain, asy-Syafi’i dengan
kepintaran dan keberhaglannya mengkondtruks
ijmak secara terminologis di satu sig,
dan mengkampanyekan hadis sebagai
pengganti sunnah-ijtihad-ijma’ dengan
merekongtruks urutan ijtihad-ijma’ menjadi
ijma’-ijtihad, maka hubungan organis
antara keduanya menjadi rusak. Bagi
asy-Syafi’i,
mujtahidin

ijmaksebagai  kesepakatan

yang bersifat totditas,



mengacu ke pristiwa terjadi ijmak pada
masa awa (ijma’ as-sahabah), tidak
berorientass ke masa depan, dan
kreatifitasijtihad intelektua yang dilakukan
para pemikir muslim kontemporer masa
kini seekan-akan digiring dan diorientasikan
pada masa sahabat (14 abad yang lalu).
Inilah sebagai bukti

konsep ijma’ telah direkonstruksi oleh

sgarah, bahwa

asy-Syafi’i dengan menciptakan suatu

prosedur dan mekanisme forma yang

menjamin  stabilitas  struktur  sosio-
religius abad pertengahan  (abad
skolastik) menjadi  homogin  pola
pemikiran yang berakibat orisinilitas,
dinamisitas, dan kreatifitas ijtihad
intllektual mujtahidin - menjadi  rigid,

mandul, statis, dan ijmakyang terkadi
belakangan  tidak
ijmakyang telah ada sebelumnya.

Dari potensi dan prosesing dinamika

bisa  merubah

ijmak yang demikian itu pada akhirnya
wilayah gerak ijmekdibatas pada pengetahuan
yang bersifat umum (‘ilm al-*ammah),
tidak bisa menjamah pengetahuan yang
bersifat (‘ilm  al-khassah).
Padahal sebelum masa asy-Syafi’i, ijmak
bisa terjadi pada kedua pengetahuan
tersebut. Demikian juga ijmak pada
masa awal, tidak dijastifikasi oleh nass,
sebab terjadi ijmak di kalangan para
sahabat merupakan manifestasi dari

spesifik
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problem solving gerakan ijtihad yang
tidak mampu menetapkan ketentuan
hukum terhadap suatu kasus hukum yang
terjadi setelah memahami nass, serta
pengalaman yang dimilikinya. Tetapi,
ijmak telah

rupa dan

pada masa asy-Syafi’i,

direkonstruksi  sedemikian
dijastifikas validitasnya dengan hadis-
hadis Nabi Saw.®® Namun demikian,
Ahmad Hasan menilai bahwa hadis-
hadis (tradisi-tradisi) yang dikemukakan
oleh asy-Syafi’i untuk menjastifikasi
ijma’ tidak terkandung satu pentunjuk
yang spesifik dan jelas dari Rasulullah
bagi ijmad’ dalam pengertian teknisnya.
Tradisi-tradisi ini, jika keasliannya dapat
dijamin, adalah bersifat umum, yang
menyatakan pentingnya persatuan kaum
muslimin.®? Fazlur Rahman penilaiannya
hampir senada dengan Ahmad Hasan
mengatakan bahwa, untuk yang pertama
di antara kedua hadis tersebut kita telah
memiliki
bahwa hadis yang pertama itu tidak dapat
dibenarkan secara historis. Sdanjutnya

aasan untuk menyatakan

kami akan menunjukkan bahwa hadis
yang pertama itu merupakan sebagian

dari perjuangan besar yang dilaksanakan

8 ihat, asy-Syafi’i, ar-Risalah, op.cit., h.
401-402, 473 dan 474.

%Ahmad Hasan, The Early Development of
Islamic Jurisprudence, deterjemahkan oleh Agah
Garnadi dengan Pintu ljtihad Sebelum Tertutup
(Bandung: Penerbit Pustaka, 1405 H/1984 M), h.
202.



sgjak abad kedua dan seterusnya untuk
mempertahankan kesatuan umat muslim
dan untuk mewujudkan sebuah mayoritas
ortodok yang ‘berada di tengah-tengah’,
mayoritas yang karena merupakan pihak
terbanyak, dan ‘yang berada di tengah-
tengah’ berhak dijuluki sebagai ‘kaum
ortodok’. Hadis kedua yang dikemukakan
asy-Syafi’i di atas sebagai hadis yang
bersifat prediktif, sehingga kita merasa
tidak perlu lagi untuk menjelaskannya.
Hadis ini memberikan isyarat formal
yang pertama bahwa ketiga generasi
muslim yang pertama (sahabat, tabi’in,
dan tabi’ tabi’in) harus dianggap sebagai
pemuka-pemuka dari doktrin dan praktik
Islam, dan garan-gjaran mereka sebagai
dasar yang permanen bagi struktur
religius kaum muslimin. Di sini sangat
penting dan menarik untuk dicatat bahwa
setelah ketiga generasi inilah ‘sunnah
yang hidup’ dari generasi-generasi itu
sendiri mulai disusun di dalam bentuk
hadis.®

Daam perkembangan berikutnya
(pasca periode asy-Syafi’i), terutama
setelah memasuki babak baru (periode
klasik), ketika hadis-hadis semakin
banyak jumlahnya, pernyataan di atas
berubah dan bergeser menjadi hadis dan
dikatakan bersumber dari Nabi. Hal ini

8razlur Rahman, op.cit., h. 51-52.
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dapat dilihat dalam Sunan at-Tirmizi
dengan perubahan kata “khatd’” (salah)
menjadi “dalalah” (sesat). Begitu pula
dalam formulasi baru “yad Allah fauga
aidihim” berubah menjadi “yad Allah
‘ala al-jama’ah”, dan seterusnya,® maka
ijma’ menjadi sumber hukum material
yang kuat otoritasnya, baik dalam tataran
teoritis-normatif maupun tataran gplikatif-
implementatif.

b. Peruabahan Pengurutan Ijmé&’
sebagai Sumber Hukum dan
Formulas Terminologisnya dalam
Konteksljtihad
Sddah ekdgend ijmek tejadi pergesaran

fungs dan kedudukannya dalam teori
hukum Isam, maka ternyata sangat
Ijmak
sebagal sumber hukum. Pada periode

berimplikasi pada pengurutan

mazhab-mazhab awal, ijmak diposisikan
pada urutan keempat, maka pada masa
asy-Syafi’i
sumber hukum urutan ketiga setelah al-

dibalik berubah menjadi

Qur’an dan sunnah. Pergeseran ini tidak
sgja mengubah fungsi dan kedudukannya
itu sendiri, tetapi yang sangat mendasar
adalah ijmak menjadi sumber hukum
material yang sgjgar dengan al-Qur’an
dan sunnah, ijmak tidak lagi sebagai
manh@j al-istinbat al-ahkam yang dinamis,
Ijma’ secara otomatis tidak boleh

dipermasalahkan lagi oleh para mujtahid

¥ Fazlur Rahman, op.cit., h. 52-53.



dan umat Islam pada umumnya. Ijma’
pada masa asy-Syafi’i ini diyakini oleh
mujtahidin dan jama’ah al-muslimin
hanya kemungkinan terjadi pada masa
sahabat, sedangkan pada masa-masa
sesudahnya tidak mungkin dapat terjadi.
Terjadinya ijmak inipun ruang lingkupnya
dibatas disekitar pengetahuan yang
umum Yyang berkaitan dengan perintah-
perintah yang wajib (al-awamir), dan
seperti
mengerjakan salat lima waktu, puasa

larangan-larangan  (an-nwahi),

ramadan, pergi haji ke Baitullah jika
zakat,

larangan berzina, membunuh, mencuri,

telah mampu, mengeluarkan
dan mengkonsumsi narkoba (al-khamr).
Daya kerja ijmakini lebih rigit lagi
setelah memasuki periode klasik. Pada
masa ini teoritisasi ijmak dan fungsinya
semakin diformalkan, dayalitasnya statis,
dan semakin tidak memungkinkan untuk
terjadi ijma’ daam implementasinya.
Begitu juga sandaran ijmak semakin
diperbanyak dengan teks-teks al-Qur’an
dan sunnah untuk menjastifikasi dan
melegitimasi eksistens ijmak sebagai
sumber hukum ketiga.®®

Sedangkan perubahan terminologi
ijmak terjadi pergeseran formulasi yang
praktik

kesepakatan yang mampu mengakomodir

cukup mendasar, yaitu dari

¥ jhat, Q.S. an-Nisa’ (4): 83, 115, dan
beberapa hadis Nabi tentang seputar ijmak.
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berbaga perbedaan pandangan, pendapat,
berorientass ke prospek ke depan,
fleksibel, dan bisa terjadi pada berbagai
kasus hukum yang bersifat pengetahuan
umum, dan khusus, maka dibatasi hanya
pada hal-ha yang bersifat pengetahuan
umum sga yang berkaitan dengan
perintah-perintah wajib, dan larangan-
larangan (al-awamir wa ijtindb an-
nawahi). Tegasnya, fungsi, kedudukan,
dan dayalitas kerja ijmak sangat dibatasi
dengan berbaga persyaratan yang telah
dirumuskan secara formal.

Secara teoritis-normatif, asy-Syafi’i
sendiri dalam karyanya ar-Risalah, tidak
memberikan terminologi ijmak dengan
jelas dan tegas. Hanya ia mengatakan:
“Saya dan seorangpun dari kalangan
ulama (ahl a-‘ilm) pernah mengatakan
yang telah

disepakati”, kecuali menyangkut persoalan

“ini  adalah  persoalan

yang tidak seorang ahli pun pernah
mempersoalkannya lagi kepada anda,
dan mentranmisikannya dari orang-orang
yang mendahuluinya, seperti salat zuhur
empat reka’at, mengkonsumsi narkoba
(d-khamr) itu diharamkan, den sebagainya’”.®
Pernyataan ini mayoritas ulama usil al-
figh memahami dan mengatakan sebagai
terminologi ijmak. Hanya persoalannya,
tersebut

apakah pernyataan cukup

%A sy-Syafi’i, op.cit., h. 534.



representatif dikatakan sebagai definis
ijmak.? “‘Ali Jumu’ah bahwa asy-Syafi’i
(w. 204 H) di dalam ar-Risalah-nya
tidak memberikan definisi ijmak dengan
tegas.®” Demikian juga al-Jassas (w. 370
H) di dalam karyanya tidak memberikan
terminologi ijmak, ia hanya menyebutkan
kategorisasi ijmak yang dikemukakan
oleh asy-Syafi’i.%®

Pada akhirnya dirumuskanlah ijmak
dengan: “Kesepakatan para imam mujtahid
dari umat Nabi Muhammad Saw. pada
suatu masa sesudah wafatnya (Nabi)
mengenai hukum syara’”.%

Oleh karena demikian ketatnya,
perlu terminologi ijmak tersebut dilonggarkan,
dan bahkan bisa
dikembalikan ke fakta kelahirannya,
yaitu ijmak sebagal model metode ijtihad

digeser kembali,

yang mampu menyelesaikan berbagai
problematika kasus hukum baru yang
mengemuka, dapa mengakomodir berbagal
perbedaan gagasan dan pendapat, dinamis,
fleksibel, bernuansa futuristik ke masa
memilki

depan, daya kerja dan

jangkauan yang luas, dan dapat
merekonstruksi  hasil-hasil ijtihad yang

telah disepakati di masa lalu dengan

8Ali Jumu’ah, al-ljma’ ‘Ind al-Usiliyyin
(Mesir: Dar ar-Risalah, 1420 H/2009 M), Cet. ke
2,h.7.

8Abi Bakar al-Jassas, Usil al-Figh (Mesir:
Dar al-Kutub a-Misriyyah, t.t.), h. 220.

897aky ad-Din Sya’ban, Usil al-Figh al-
Islami (Mesir: Dar at-Ta’lif, 1964-1965), h. 82.
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mempertimbangkan perubahan situasi
dan kondis era kontemporer, dan
perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi modern. Gagasan dan pemikiran
ini sudah lama menjadi wacana di
kalangan para ulama dan pemikir
muslim kontemporer. Dari sini, secara
umum, perlunya perubahan struktur teori
hukum yang telah dikonstruks dan
diwariskan oleh Imam asy-Syafi’i dan
periode klasik, terutama penempatan
urutan sumber hukum dari ijma’-ijtihad
menjadi ijtihad-ijma’, sebagaimana telah
berkembang secara natural pada masa

mazhab-mazhab hukum awal, serta
menginterpretasikan  kembali  konsep
ijma” dengan perspektif kekinian. Upaya

ke arah ini sebagai langkah maju untuk
konsep ijmak
dalam menghadapi berbagai tantangan

mefungsikan  kembali

dan problematika kasus baru yang
mengemuka di era globalisas dan

kemguan ilmu pengetahuan dan
teknologi informasi komunikasi modern
ini.

Para pemikir muslim kontemporer
Indonesia dalam konteks rekonstruksi
ijma’ ini telah menggulirkan gagasan dan
pandangan-pandangannya. Misalnya, Al-
Yasa Abubakar mengemukakan bebergpa
pertimbangan keberatannya mengenal

ijma’ dijadikan sumber hukum materia



disggakan dengan d-Qur’an dan sunnah:
Pertama, ijma’ bukanlah dalil, karena
ijma’ hanyalah merupakan hasl konsensus
yang muncul setelah penadaran dilakukan.
Ijm&’ seharusnyatidak mengacu ke masa
lalu tetapi mengacu ke masa depan,
kepada masalah-masalah yang akan
diijtihadkan. Kedua, kontrovers diseputar
ijtihad adalah luas sekali yang meliputi:
Siapayang diikat oleh ijma’, berapalama
dia mengikat, dan bebergpa masaah
lainnya. Karena luasnya perbedaan
pendapat ini, sulit sekali menggunakan
ijma’ secara tepat di dalam praktik.
Meskipun karena pertimbangan inilah
maka di Indonesia, terlihat kecendrungan
ke arah meninggalkan ijma’. Rasyidi,
Daud Ali, dan Ahmad Azhar Basyir
tidak menyebut-nyebut ketika
membicarakan dalil figih.
Lajnah Tarjih Muhammadiyah pun tidak
menyinggung kedudukan ijma’ di dalam

ijma’

(sumber)

buku Himpunan Putusan Tarjih mereka.
Daam buku Deliar Nur, ada isyarat
bahwa “golongan-golongan pembaharu”
cendrung meninggalkan ijma’.*
Persodannya sekarang addah, mode
ijma’ yang bagaimanakah yang perlu
ini

dikembangkan di era modern

“Al-Yasa Abubakar, “Ke Arah Ushul Figih
Kontemporer: Sistematika Alternatif — untuk
Penalaran” dalam Jurnal ar-Raniry, 1990, No.
68, h. 19.
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sehingga dapat difungsikan kembali
secara optimal untuk menyepakati hasil-
hasil ijtihad, baik yang dilakukan oleh
perorangan (individual) maupun kolektif
(teamwork). Pembahasan persoaan ini
diuraikan pada sub pasal berikutnya.

c. Moded Ijmak yang Diperlukan
dalam Konteks Ijtihad di Era
Modern

Diketahui bahwa sumber primer hukum

Idam adalah a-Qur’an dan sunnah,
sedangkan yang lainnya seperti ijmak
dan kiyas merupakan sumber (dalil)
sekunder yang dipersdishkan ekdgtenanya
di kalangan para ahli usul al-figh. Fazlur
Rahman menegaskan bahwa yang betul -
betul
adalah al-Qur’an dan sunnah. Sedangkan
ijma’ merupakan dasar formal, dan qiyas

landasan atau sumber material

adalah sebagai aktifitas penyimpulan
analogi yang efisien.” Tetapi, setelah
teori hukum tersusun terutama di masa
asy-Syafi’i, sumber dan dalil hukum itu
disistematisir dan diurutkan menjadi al-
Qur’an, sunnah, ijma’, dan giyas.**Urutan
sumber hukum demikian ini menjadi
doktrin, kemudian oleh mayoritas ulama
disepakati dalam
mengistinbatkan hukum. Adapun sdebihnya,

dan wajib diikuti

seperti istishab, istihsan, maslahah al-

'Fazlur Rahman, Islam, diterjemahkan oleh
Senoadji Saleh (Jakarta: PT Bina Aksara, 1987),
h. 106.

%2Asy-Syafi’i, ar-Risalah, op.cit., h. 39.



mursalah (al-istislah), qaulsahabi, ijma’
ahl al-Madinah, ‘urf, sad az-zari’ah, dan
syar’ man gablana merupakan dalil yang
juga diperselishkan eksistensinya di
kalangan usaliyyin.*?

Terkait dengan ijmak sebagai dasar
formal istinbat hukum, agar fungsi dan
kedudukannya dapat menjawab dan
menyelesailkan perbagai  problematika
kasus hukum baru yang terjadi, diperlukan
model
kebutuhan dan tantangan zaman era
modern ini. Daam konteks ini, Muhammead
Igbal (Penyair
Punjab-Pakistan abad XX, w. 1938) telah

menawarkan gagasan dan pemikiran-

ijmak yang menterap dengan

dan Failosof Besar

pemikirannya dimulai dari konsep ijtihad-
ijma’. Menurutnya, sstu-satunya upaya untuk
membuang kekakuan hukum Islam yang
dihasilkan pada periode kemunduran
Isam adalah menggalakkan kembali
ijtihad-ijma’ dan merumuskannya sesuai
dengan kebutuhan zaman modern saat
sekarang. Oleh karena itu, ia memandang
perlu mengalihkan kekuasaan ijtihad
secara pribadi menjadi ijtihad kolektif
(ijmd’). Pada zaman modern, peralihan
kekuasaan ijtihad individu yang mewakili
mazhab  tertentu

kepada lembaga

%Lihat, Muhammad Sa’id ‘Ali  ‘Abd
Rabbih, Buhls fi al-Adillah al-Mukhtalaf Fiha
‘Ind al-Usiliyyin (Maktabah as-Sa’adah, 1400
H/1980 M). Zaky ad-Din Sya’ban, op.cit., h. 28.
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legidatif Islam adalah satu-satunya
bentuk yang paling tepat bagi ijmak.
Hanya cara inilah yang dgpat menggerakkan
spirit dalam sistem hukum Islam yang
selama ini telah hilang dari dalam tubuh
umat Islam.*® Gagasan dan tawaran
pemikiran Muhammad Igba ini perlu
diapresiasi sekaligus dipertimbangkan
dalam mencari model ijmak yang ided
di era modern ini. Karena mengubah
ijmak menjadi sebuah lembaga legidlatif
yang aktif dan dinamis dengan prosedur
dan mekanisme yang terorganisir dengan
baik untuk menghasilkan keputusan-
keputusan yang berbasis kesepakatan
utuh yang stresingnya keberpihakan
pada masyarakat, bangsa dan negara
mutlak diperlukan dalam praktik dan
realisasinya. Di samping itu, secara
teknis, melalui lembaga legidatif ini
para mujtahid (ulama), orang-orang yang
berkompeten untuk mengambil kebijakan
(birokrat), dan para pakar dari berbagai
bidangnya masing-masing (ilmuwan)
dapat bekerjasama dengan aktif untuk
bersama-sama mel akukan ijtihad.

*“Muhammad Igbal, Reconstruction of
Religious Thought in Islam, diterjemahkan oleh
Osman Raliby dengan Pembangunan Kembali
Alam Pikiran Idam (Jakartaz Bulan Bintang,
1983), h. 233-234. Muhammad Igbal,
Rekonstruksi Pemikiran Islam Sudi Tentang
Kontribusi Gagasan Igbal dalam Pembaruan
Hukum Islam (T.Tp.: Penerbit Kalam Mulia,
1994), h. 86.



Fazlur Rahman, gagasan dan pemikiran
mengenal  konteks ini secara prinsip
hampir sama dengan Muhammad Igbal.
Hanya bedanya Rahman bertolak dari
relas ijmak dan tagnin sebagai dua
lembaga sydra yang saling berkaitan
[jmak

merupakan proses dan produk sydra

terutama dadam ha hukum.

masyarakat, sedangkan tagnin merupakan
proses syurad lembaga legidatif yang
mengolah produk ijmak masyarakat
menjadi ijmak yuridis (Undang-undang).®
Mengena perubahan pada tingkat ijtihad-
ijma’ masyarakat merupakan masukan
dan pertimbangan bagi legidatif untuk
mengubah ijmak yuridis yang lama
menjadi  ijmak yuridis (perundangan)
baru.?® Jika dipandang dari sisi ini, yakni
S99 sogologis (al-ijtima’iyyah) dan politis
sebuah proses hukum (siyasah asy-
syar’iyyah), maka Fazlur Rahmen kdihatannya
berupaya membangun persepsi hukum
Islam sebagai “hukum positif” dalam
konteks negara nasional modern, yakni
hukum yang tumbuh dan berkembang
ddam masyarakat mudim yang mengacu
pada prisip-prinsip moral Islam yang
disahkan melalui badan legidatif tingkat

nasional.

®Ghufran A. Mas’adi, Pemikiran Fazur
Rahman Tentang Metodologi Pembaharuan
Hukum Islam (Jakartaz PT Raa Grafindo
Persada, 1998), Cet. ke 2, h. 146.

| bid.
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Berbeda dengan dua pemikir tersebut
di atas, Abdullah Ahmed an-Na’im
(Pemikir Modernis asd Sudan) menawarkan
gagasan dan pemikirannya bahwa di era
modern ini agar dapat dibentuk ijma’
demokratis.®” Gagasan dan pemikirannya
ini terlihat dilatarbelakangi oleh kritik
tgjam terhadap kerancuan ijma’ dan
otoritasnya di kalangan ulama tradisiond,
dan pada saat yang sama, ia juga
membuat pertanyaan-pertanyaan (lihat h.
1 babini) yang bernada sebagai pembuka ke
arah ijmak demokratis yang memiliki
semangat keadilan dan konstitusional. la
banyak mempertanyakan  eksistensi
ijmak. Dari beberapa pertanyaannya, an-
Na’im menekankan perlunya membangun
konsep ijmak demokratis yang mampu
memelihara hak dan kewajiban setiap
individu dan masyarakat sekiranya hukum
publik Isslam akan diaplikasikan dalam
tataran politis. Hak dan kewajiban ini
diberikan kepada seluruh warga negara
tampa membedakan agama, budaya, dan
ras. Mereka harus mempunyai hak yang
sama dalam mempengaruhi rumusan dan
penetapan kebijakan dan hukum publik.
Oleh sebab itu, para pengambil kebijakan
(ekskutif, legidatif, dan para yuris Islam)
perlu menghilangkan sikap apologetik

dan kemudian membangun filsafat

9 Abdullah Ahmed an-Na’im, op.cit.., h. 49.



politik kritis (critical plotical philosopy)
yang berlandaskan keadilan dan demokras.
Lebih lanjut an-Na’im juga dalam konteks
negara-bangsa (nation state), menekankan
perlunya membangun ijmak demokratis
yang tidak hanya mengandalkan suara
mayoritas sebagai standarnya, tetapi juga
harus memberikan hak dan peluang
kaum minoritas, meskipun hanya satu
orang yang menuntut untuk masuk ke
dalam

Pandangan ini secara politis logik, jika

dan menjadi  mayoritas.*®
antara kaum mayoritas dan minoritas
menjadi satu kesatuan yang terintegrasi
dalam membangun dan mengaplikasikan
ijmakdemokratis dengan tanpa ada
pemaksaan untuk meninggalkan kebebasan
beragamadan barkeyakinan, mempeatimbangkan
ras, dan jenis kelamin, maka pemeliharaan
dan perlindungan terhadap hak dan
kebebasan yang bertujuan menghidari
diskriminatif dapat diwujudkan bagi
semua warga negara yang tentunya
tunduk pada formal konstitusional.
An-Na’im juga selanjutnya menawarkan
agar umat Islam membangun ijma’ level
nasional dalam upaya mengantisipasi
kebutuhan atas penyesuaian dan adaptasi
dalam menjawab keadaan-keadaan yang
terus berubah, memerlukan sebuah

mekanisme dan prosedur untuk mengubah

%bid., h. 164.
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konstitusi. Jika mekanisme dan prosedur

merumuskan secara formal, maka
konstitusi dapat diubah secara hukum.
Perubahan tidak
adalah untuk menjamin bahwa tujuan-

tujuan tidak dikalahkan oleh sarana, atau

ini lain tujuannya

substansi tidak lenyap meskipun tetap
mempertahankan bentuk formanya®*Selain
ijma’ nasond, diperlukan juga terbangunnya
ijmak dalam

membangun kerjasama dalam rangka

internasional upaya
memelihara hak dan kebebasan manusia
Daam konteks ini, an-Na’im menawarkan
perlunya membangun wacana internal
dalam sebuah budaya dan dialog lintas
budaya di kalangan budaya-budaya
dunia dalam rangka mengembangkan
dan memperkuat dasar-dasar diaog
lintas budaya yang bertujuan untuk
mempertahankan standar Hak Asasi
Manusia (HAM) Internasional. Dialog
lintas budaya ini perlu bagi semua
budaya utama dunia untuk menciptakan
moralitas global dan kerangka kerjalegal
agar tidak terjadi dominasi suatu model
budaya tunggal sebagal norma universal.
Karenaitu, kalau ada budaya lain masuk
ke dalam budaya Islam jangan ditolak
dengan serta merta, tetapi hal itu perlu
dicermati dan dipertimbangkan. Kaaupun

ha itu mesti diterima, maka bisa

“Ibid., h. 186.



dijadikan sebagai instrumen analisis
kritis bagi budaya Islam itu sendiri.*®
Dialog lintas budaya seperti di atas,
era modern ini cukup penting untuk
membangun peradaban dunia yang
damai dan tidak terkooptasi dalam klaim
budaya sendiri di masing-masing negara.
Maksudnya, betgpapun universanya HAM
Internasional yang ada pada saat ini, ia
masih membutuhkan jastifikass dan
legitimasi budaya budaya dari masing-
masing negara tersebut, sehingga nilai-
nila universa itu menjadi nyata dan
konkrit dapat dinikmati oleh mereka
yang melaksanakannya. Dalam konteks
demikian ini, an-Na’im menawarkan
semacam peringatan, bahwa kita tidak
boleh

tetapi harus tetap mampu mengambil

larut dalam pratikularitas itu,

jarak, dalam arti mampu bersikap kritis
dengan tetap berpijak pada nilai-nilai
hak dan
kebebasan itu.*®* Tegasnya menurut dia,

universal HAM  seperti

bahwa ijma& Internasional itu bisa

berbentuk pertemuan dialog informal,

1%0Sehagai contoh, unsur demokrasi dari
Barat, bukan unsur kapitalistiknya, karena hal itu
merupakan aspek positif; Unsur sosial dari
pengalaman Marxis, bukan ateis atau aspek
totaliternya, karena hal itu juga merupakan aspek
positif.; Umat Islam tidak perlu menerima
humanisme Barat yang tidak memenuhi syarat,
atau justru bertentangan prinsip-prinsip Islam.
Lihat, Moh. Dahlan, Abdullah Ahmed an-Na’im:
Epistimologi Hukum Islam(Y ogyakarta: Pustaka
Pelgjar, 2009), Cet. ke 1, h. 196.

bid., h. 198.
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seperti Non Govermental Organization
(NGO) Internasiond maupun NGO Nasond,
atau pertemuan didog formd antar negara
tanpa memandang latarbelakangnya
yang penting samasama memiliki
komitmen terhadap kebaikan hidup
manusia.**?

Dari gagasan dan pemikiran-pemikiran
yang ditawarkan an-Na’im mengenai
ijma’ demokratis tersebut di atas, terlihat
jelas adalah menggugat dan rekonstruksi
konsep ijma’ tradisiona (versi asy-
Syafi’i dan masa klasik) yang masih
menjadi  kontroversid dan  hanya
mengakomodasi kepentingan umat I1slam
daam Dberbaga persoadan agama,
mendekonstruksi pandangan para ulama
(mujtahid) yang tidak membolehkan
hasil ijm&’ terdahulu ditolak, atau diganti
oleh ijma’ yang datang kemudian, serta
sekaligus menolak konsep ijma’ yang
hanya semata-mata mendasarkan pada
otoritasindividual dan teks agama.

3. Pergeseran Paradigma Konsep
I[jmak sebagai Sumber Hukum dan
Teori Hukum Islam

Perubahan dan pergeseran konsep

ijmak terlihat jelas dimula dari periode
Imam asy-Syafi’i (150-204 H/767-812
M) setelah menyusun usdl al-figh,ar-
Risalah, kemudian berlanjutt pada periode
klasik (204 H/812 M-300 H/900 M).

21 pid.



Setdah itu, konsep, fungs dan kedudukan
ijmak dalam teori hukum Islam menjadi
mapan dan statis sampa  munculnya
abad modern (abad XIII H/XIX M).
Terjadi perubahan konsep, pergeseran
paradigma, dan kemapanan substansi
materi ijmak yang cukup mendasar itu
sesungguhnya secara historical background
dipengaruhioleh beberapa faktor penyebab,
di antaranya: Pertama, untuk menghilangkan
perbedan pendapat dan menciptakan
keseragaman dalam teori hukum Islam.
Terjadi perbedaan ini sangat dipengaruhi
oleh situasi dan kondis masyarakat
pusat ilmu (Madinah dan Irak) saat itu.
Sebagai contoh, mengenai doktrin standar
persyaratan kafa’ah  (keseimbangan,
kesepadanan, atau kesetaraan) dalam
perkawinan. Di kaangan mazhab
Maliki menetapkan persyaratan kafa’ah
bagi calon suami itu mesti orang yang
takwa, salih, tidak cacat, dan merdeka
(bukan hamba sahaya). Sedangkan di
kalangan mazhab Hanafi menetapkan,
caon suami mesti jelas keturunannya,
agamanya, meredeka, mempunyai harta,
baik akhlaknya, dan mempunya pekerjaen.’®

Jika dikritis secara cermat, dua

mazhab tersebut terjadi perbedaan dalam

103 | ihat, Muhammad Aba Zahrah, al-
Ahwal asy-Syakhsiyyah (Mesir: Dar al-Fikr al-
‘Arabi, 1369 H/1950 M), h. 162. Syamsuddin as-
Sarakhsi, al-Mabsit (Mesir: Dar al-Ma’rifah,
1409 H/1989 M), Juz ke 5, h. 24.
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menetapkan standar persyaratan kafa’ah
bagi calon suami, sebenarnya tidak ada
dasar dalam a-Qur’an dan sunnah yang
mengindikasikan perlunya persyaratan
dimaksud, bahkan dinila bertolak belakang
dengan kedua sumber hukum tersebut.
Karena Q.S. a-Hujurat (49): 13, Allah
berfirman: “Sesungguhnya orang yang
paling mulia di antara kamu di sisi Allah
lalah orang yang paling bertakwa di
Dan Rasulullah Saw.

“Semua manusia itu sama

antara kamu”.
bersabda:
seperti gigi Sisir yang rata, tidak ada
beda antara orang Arab dengan bukan
Arab, kecuali takwa yang membedakannya”.
Berdasarkan ayat dan hadis ini bahwa
semua manusia dihadapan Allah adalah
sama, tanpa membedakan ras, warna
kulit, strata sosia, dan kedudukannya.
Tampaknya diperlukan adanya kafa’ah
bagi
substansinya adalah dalam
mewujudkan kehidupan rumah tangga

calon pasangan suami isteri

upaya

yang penuh ketenanggan jiwa (sakinah),
penuh cinta (mawaddah), dan penuh
kasih sayang (rahmah), yang secara
teknis oleh pasangan suami isteri
dipraktikkan dengan saling mengerti,
merhargai, menghormati, saling menerima
kekurangan dan kelebihannya, dan saling

mengingatkan ke jalan yang baik, bukan



diukur dengan strata sosial, prestise, dan
keangkuhan rasial masing-masing.
Namun demikian, secara historis,
konsep kafa’ah ini muncul bermula di
Kafah (Irak), di mana Abl Hanifah (80-
150 H) hidup daam kondis dan
lingkungan masyarakat kota kosmopolitan
dan kompleksitas masalah hukum terus
terjadi bermunculan. Komplekstas masyakat
kota muncul sebagai akibat urbanisasi

yang terjadi di Irak. Urbanisas ini
ternyata melahirkan asimilas  dan
percampuran  antar  etnik,  seperti

percampuran antara orang Arab dengan
non Arab yang baru masuk Islam, dan
sebagainya. Untuk tidak terjadinya salah
dalam
tangga dalam kehidupan masyarakat

memilih calon suami rumah
kota metropolitan (kota seribu satu
malam), maka konsep kafa’ah menjadi
suatu keniscayaan bagi masyarakat kota
Irak. Sementara kondis masyarakat
Madinah mash mencerminkan kehidupan
masyarakat sederhana (al-badawah), di
mana persodan kasus hukum yang
terjadi  relatif  sedikit
kalaupun terjadi bisa diselesaikan dengan

dan jarang,
mengacu pada hadis-hadis Rasulullah
Saw., karena Madinah sebagai tempat
hadis, tidak
sekompleksitas kasus yang terjadi seperti

diwurudkannya dan

di Irak. Di samping itu, konsep kafa’ah
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tidak ditemukan di dalam kitab Imam
Malik (93-179 H), al-Muwatta’. Konsep
ini pertama kali ditemukan di dalam
kitab Mazhab Maliki, al-Mudawwanah
al-Kubra, yang disusun oleh
Sahnin bin Sa’id at-Tandkhi.
kitab ini hanya disinggung sgja, tidak

Imam

Dalam

dibahas dengan panjang lebar. Dan
Imam Malik tidak pernah membahas
masalah kafa’ah.**Terjadi
pendapat dalam konteks ini, tidak sgja

perbedaan

terjadi pada dua mazhab hukum tersebut,
tetapi pada akhirnya terjadi di kalangan
ahli hukum mazhab-mazhab lain. Seperti
Mazhab Syafi’i mempunyai pendapat
yang hampir sama dengan mazhab
Hanafi, hanya saja Imam asy-Syafi’i
sendiri menambahkan bahwa persyaratan
calon suami tidak mempunyal cacat dan
merdeka, dan harta tidak dijadikan
sebagal syarat kafa’ah.'®® Adapun mazhab
Hanbali, terdapat dua riwayat: Riwayat
pertama dikatakan bahwa Ahmad bin
Hanbal (164-241 H) sama pandangannya
dengan Imam Syafi’i bahwa calon suami
tapi
dalam arti fisik. Sedangkan riwayat yang

tidak mempunya cacat, bukan

kedua, Ahmad mencantumkan unsut

10% hoiruddin Nasution, Hukum
Perkawinan  (Yogyakartaz ~Akademia dan
Tazzafa, 2005), Edisi Revisi, h. 218.

1% Muhammad Aba Zahrah, al-Ahwal asy-
Syakhsiyyah, loc.cit.



takwa, berarti sama dengan Imam
Malik.'%
Dokirin kafa’ah yang berbeds dratifikes

sosial tersebut terlihat sangat berbeda
sekali antara pendapat ahli
Madinah, dan ahli hukum Kafah. Sebab,
perbedaan kelas daam masyarakat
Madinah tidak menjadi perhatiaan serius

hukum

dan tidak pula dirasakan implikasinya
daam kehidupan masyarakat, karena
memang secara eksplisit tidak disebut-
sebut di dalam karya Imam Malik, al-
Sementara di

Kdfah-lrak sudah menjadi

serius, karena kondisi

Muwatta’. masyarakat

perhatian
lingkungannya
sudah menjadi kota kosmopolitan dan
metropolitan (kota seribu satu malam),
dan dalam sistem hukum mazhab Kufah
pun, ikatan darah tidak lagi menjadi
perhatian penting sebagaimana ikatan
tradisiona masyarakat Madinah di
dalam sistem hukumnya.

Untuk menyelamatkan perpecahan
vers: hukum tersebut, maka kebutuhan
unifikasi dan kodifikasi hukum sangat
diperlukan, dan dalam hal ini para ahli
hukumlah yang mempunyai kompetensi
penuh untuk melakukannya, sebagaimana
pernah telah ditawarkan oleh pemerintah
Harun ar-Rasyid kepada Imam Malik.
Namun dengan seiring berjaannya

1%|hid., h. i63.
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waktu, maka muncullah sosok seorang
Muhammad bin Idris asy-Syafi’i (150-
204 H/767- 812 M) menjadi tokoh
penting yang merealisir ide tagnin a-
Mugaffa’ di atas, dengan mengkonstruksi
dasar unifikasi dan kodifikasi hukum,
atau teori hukum yang selama itu
terpecah-pecah. Ide dasar asy-Syafi’i ini
tidak lain tujuannya addah menghilangkan

perbedean pendapat dan membuat kessragamen
dalam prosedur metodologi pemahaman

hukum, dengan mengembangkan pendekatan-
pendekatan yang kuat (seperti analisis
kebahasaan (al-gawa’id al-ustliyyah al-
(al-
istishab,

dan substansid
qiyas,
‘urf, dan yang lainnya) untuk menentukan

lugawiyyah)
ma’nawiyyah) seperti

sumber-sumber dari mana hukum itu
sgatinya diturunkan. Sebagaimana telah
diketahui dan penulis kemukakan dalam
pembahasan bab-bab sebelumnya bahwa
doktrin pengetahuan hukum asy-Syafi’i
adalah diproduk dari wahyu Allah yang
dipahami dari teks-teks a-Qur’an dan
sunnah Rasulullah Saw. yang ditransmiskan
Secara mutawatit. Pendaran aka manusa
(ra’y) dalam penggalian hukum dalam
konteks ijtihad harus dibatasi, dan
dibenarkan hanya melalui pendekatan
deduktif analogis (qiyas).
persoalan yang tidak dijawab oleh Allah
(al-maskat ‘anhu) atau didiamkan-Nya,

Berbagai



diselesaikan

mengaplikasikan prinsip-prinsip  yang

maka harus dengan

dikonklusikan dari kasus-kasus yang
berkaitan erat dengan ketentuan hukum
yang telah dinaskan oleh al-Qur’an dan
sunnah. Dengan muncul dan berkembang
teori hukum asy-Syafi’i ini, maka relatif
fungsi dan peran ijma’ dalam konstalasi
istinbat dan pengembangan pemikiran
hukum menjadi mandeg (statis). Pada
awa kemunculannya, ijma’ di samping
berfungsi sebagai metode (manhaj)
sekaligus juga merupakan suatu prinsip
jastifikas dari  berbaga perbedaan
pendapat yang berkembang dari suatu
persoalan, diakui secara sah dan diterima
oleh semua ahli hukum (mujtahidin).
Akan tetapi, pada akhirnya berubah dan
bergeser menjadi suatu prinsip pembatas
untuk mempertahankan status quo.
Kedua, mempertahankan doktrin agama
yang telah disepakati di masa dahulu.
Perubahan dan pergeseran konsep,
fungsi dan kedudukan ijmak, tidak hanya
terjadi pada masa asy-Syafi’i, tetapi juga
terjadi dan berlanjut pada masa klasik
(204 H/820 H/300 H/900 M), dan
bahkan hingga masa sekarang ini. Pada
periode klasik, telah diketahui konsep
ijmak semakin statis, kaku, sempit,
formal, mengacu ke masa lalu, dan hasil

kesepakatan para imam mujtahid tidak
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bisa diubah dengan ijmak yang datang
kemudian. Ijmak semakin mapan dalam
tataran teoritis, karena telah terkoptasi
dengan format yang dirumuskannya.
Semua kondis dan rumusan itu justru
bertolak belakang dengan kemunculan
ijmak pada awanya, yang natural, sebagai
solus akhir dari perkembangan perbedaan
pendapat yang mengemuka, informal,
dinamis, fleksibdl, bisa menjawab berbagai
tantangan kasus baru yang terjadi,
dan lebih
cendrung menerima perubahan kesepakatan

prospektif ke masa depan,

dengan mempertimbangan perubahan
Situasi dan kondisi zaman.

Krestifitas ijtihad intlektud di kalangan
relatif berubah dan

bergeser diganti dengan ta’assubiyyah

para mujtahid

dan ruh at-taglid. Para ulama lebih
gemar dan puas dengan mengikuti hasil-
hasil ijtihad para

ketimbang melakukan ijtihad sendiri.

imam mazhabnya

Penghargaan yang berlebihan diberikan
kepada para imam mazhabnya, telah
membuat jumud para pengikutnya,
sehinggatidak lagi mereka mau menggdi,
menginterpretaskan  dan  mengembangkan
hukum yang ada. Bahkan potens kodifikas
hukum yang telah terdokumentasikan
dianggap telah final dan sempurna,

sehingga tidak lagi perlu ada ijtihad



baru. Dari pola pikir demikian ini,
muncullah istilah “pintu ijtihad tertutup”.

Pada pertengahan abad 1V H/XI M
merupakan permulaan abad kemunduran
gerakan pemikiran hukum dan mencapai
titik kemandegannya hingga jatuhnya
kota Bagdad ke tangan Hulagu Khan
pada tahun 656 H/1258 M. Pada periode
ini semakin menguatnya perkembangan
mazhab dan tersiarnya semangat taklid
(rdh al-taglid) secaraluas ddam kehidupan
masyarakat. Mazhab yang empat sudah
berkembang dan mempunyai kedudukan
stabil dalam masyarakat, perhatian dan
penggalian hukum yang dilakukan oleh
para mujtahid tidak lagi digali dari al-
Qur’an, sunnah, dan sumber-sumber
Ijmak telah disepakati sebagai

sumber hukum agama oleh imam mazhab

lain.

empat yang berimplikas semakin tertutupnya
pintu ijtihad, meskipun berbeda intensitas
dan pengaplikasiannya. Para mujtahid
dengan semangat taklid kepada para
imam mazhabnya dalam berijtihad, mereka
lebih tertuju pada literatur-literatur fikih
mazhab mereka, lebih cendrung untuk
mencari dan mengaplikasikan produk-
produk ijtihad para imam mazhabnya
ketimbang berusaha menggali sendiri,
meskipun sebagian hasil ijtihad mereka
sudah tidak relevan lagi dengan kondis

eramodernini.
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Doktrin agama yang telah dikonstruks
olen para imam mazhab yang empat
melalui pemikiran-pemikiran hukumnya,
di satu sisi dapat diamalkan oleh umat
Isam yang hidup di era modern ini,
tetapi di sis lain, sesungguhnya telah
membuat dinamika pemikiran hukum
mandeg berkepanjangan, karena terkoptas
dengan doktrin-doktrin agama yang
sudah mapan dan dipandang sempurna.
Kondis demikian ini terus mengintari
para mujtahid dan umat Islam, sehingga
ketika dihedgpkan ddam berbaga problematika
kasus hukum baru kesulitan untuk
menyel esaikannya, doktrin-
doktrin itu sudah tidak relevan lagi

karena

dengan kebutuhan zaman.

4. Implikas Rekonstruks Pergeseran
Paradigma Konsep Ijma’ Terhadap
Pengembangan Teori dan Metodologi
Pemahaman Hukum Islam

Dimaksudkan dengan “rekonstruksi”

di sini, secara etimologis, yaitu membangun
kembdli.*” Sedangkan secaraterminologis,
adalah menyusun ulang secara teratur,
berurutan, logis sehingga mudah dipahami
dan diinterpretasikan.'®® Jadi rekonstruks
yang ditawarkan di sini adalah menata
ulang kembali konsep ijmak sebagai

teori hukum, dan terminologinya sebagal

Ypeter Salim, Yenny Salim, Kamus
Bahasa Indonesa Kontemporer (Jakarta:
Modern Inglish Press, 1991), Edisi ke 1, h. 1254.

%Abdulkadir  Muhammad, Hukum dan
Penelitian Hukum (Bandung: PT Citra Aditya
Bakti, 2004), h. 126.



bagian dari kaian dan pengembangan
usul al-figh. Hal ini akan berimplikasi
pada aspek teoritis, dan praktis. Dari
agpek teoritis, rekonstruks akan meahirkan
pergeseran paradigma dan perubahan-
perubahan konstruksi normatif sebagai
berikut: Pertama, struktur teori hukum
Islam yang telah diwariskan oleh Imam
asy-Syafi’i dikonstruksi kembali, terutama
konsep ijmak total, dan tidak boleh salah
(khatd’), atau sesat (dalal), serta ijmak
menjadi sumber materia pada dirinya
sendiri, setelah al-Qur’an dan sunnah, di
mana hal ini ternyata sangat berperan
bagi
kreatifitas kegiatan ijtihad intlektual,
serta pengembangan pemikiran hukum

kemunduran dan kemandegan

Islam stagnan yang cukup lama. Di era
modern ini pemikiran-pemikiran asy-
Syafi’i yang telah mengkristal cukup
lama tersebut dan dikuatkan kembali
pada masa klasik akan berubah menjadi
Ijmak

perwakilan dalam mengambil

demokratis dengan  sistem
suatu
kesepakatan (syard) terhadap berbagai
kasus hukum yang dibahasnya. Para
ulama yang mujtahid mengambil aih
hak sylra itu dan menjadikannya sebagai
ijmak umat 1dam. Kedua, Merekonstruks
kembali posis ijma’ sebagai sumber
hukum ketiga digeser dikembalikan pada

posisi semula, sebagai sumber hukum
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keempat, setelah ijtihad (giyas). Dalam
konteks
tawaran Fazlur Rahman yang menggagas
ijtihad-ijmak. Sebab
pada awalnya antara sunnah-ijtihad-

ini perlu dipertimbangan

konsep kembar

ijmaksaling terkait dan berhubungan
secara harmonis. Lebih lanjut menurutnya,
ijtihad atau jihad intelektual adalah
upaya untuk memahami suatu teks atau
contoh teladan yang relevan di masa lalu
yang beris suatu aturan, dan untuk
tersebut

memperluas atau membatas  atau

mengubah  aturan dengan
memodifikasinya, dengan cara yang
sedemikian rupa, sehingga situasi baru
dapat tercakup di dalamnya, dengan
suatu solusi baru. ljtihad itu sendiri
bukanlah hak istimewa bagi golongan
tertentu dalam masyarakat muslim, tetapi
merupakan suatu upaya untuk berpikir,
dan tidak seorang pun yang pernah
hak untuk berpikir kepada

lain,

memberi
orang ini
daripadanya. Sebab, manusia adalah
mesin beropikir, dan jika diberi makan
layak, maka
otomaticly ia akan berpikir. Penegasan

Rahman yang terakhir ini dapat dipahami

atau menyita hak

dan pendidikan yang

bahwa ia sebenarnya mengkritik gagasan
tradisional yang menempatkan ijtihad
sebagai sesuatu yang amat teknis.

Ketiga, terminologi ijma’ yang dipahami



dari pernyataan Imam asy-Syafi’i, dan
rumusan ijmak yang telah berkembang
diubah menjadi:
Kesepakatan ahl al-halli wa al-*aqd dari

d masa klask,

perwakilan masing-masing daerah atau
negara daam forum magelis sydra
legidatif ijmak)
terhadap berbagai persoalan tertentu, dan

lembaga (lembaga

pada masa tertentu. Terminologi ini
(@ bahwa di

modern ini mereka yang ber-ijma’ adaah

menggambarkan: era
orang-orang yang terpilih mewakili dan
atas nama masyarakat untuk melakukan
kesepakatan. (b) mereka melakukan
kesepakatan secara terbuka dan demokratis
terhadap setigp persodan yang dibahasnya.
(c) lembaga ijmak demokratis seperti yang
ditawarkan oleh an-Na’im, terbuka, dapat
mengakomodir perbedaan pandangan
dari semua anggota lembaga ijmak,
keadilan

konstitusiona, memelihara hak dan

memiliki  semangat dan
kewsgjiban setigp individu dan masyarakat.
(d) berbagai persoaan yang dibahas dan
disepakati adalah  masalah-masalah
sosia, budaya, ekonomi, hukum, dan
politik. Semua persoalan ini
akhirnyaada ah untuk mewujudkan keedilan,

kemanusian, HAM, dan kesgahteraan

tujuan

masyarakat, bangsa dan negara. (e) ijma’

demokratis yang berada di lembaga

43

legidlatif ini berskala nasiona dan
internasional .
Sedangkan aspek praktis, akan muncul

berbagai produk ijmak yang berbeda
dengan produk-produk ijmak yang
terdapat dalam literaur-literatur hukum
Isam (figh) klasik, meskipun secara
substansial terdapat kesamaan, Yyang
tujuannya adalah untuk meraih dan
mewujudkan kemaslahatan umat, dan
menolak kemafsadatan (jalb al-masalih
wa dar’u al-mafasid). Dalam konteks ini
secara spesifik bisa dibaca dalam literatur
hukum keluarga sekitar pembatasan umur
minima kawin, pencaaan pekawinan, hak
waris ahli waris beda agama, dan lain-
lain.

C. Penutup
Dari pembahasandan analisis yang

telah diuraikan tersebut di atas, maka
pada bab terakhir ini dapat diambil
beberapa kesmpulan sebaga berikut:
Pertama, di era modern ini konsep
ijmak perlu direkonstruksi dikembalikan
pada posis kelahiran awanya. Pada
masa mazhab-mazhab hukum awal,
ijmak merupakan prinsip jastifikasi
untuk menyatakan keabsahan berbagai
pendapat yang berbeda, sebaga upaya
mencari titik temu dan bersepakat dalam
menetapkan hukm asy-syar’i. Al-Qur’an
dan sunnah (hadis) sebagai dalil munsyi’

(panduan yang mencipta), saling terkait



dan terintegras dengan dalil muzhir
(panduan yang menyingkap) yaitu kiyas
dan ijmak, dan yang lainnya yang dapat
menuntun para ahli  hukum untuk
menemukan hukum Islam. Pada tahap
awal perkembangan hukum Islam, para
ahli telah  memperlihatkan

dinamikaijmak kepada umat Islam suatu

hukum

cara kerja yang praktis, naturd, informd,
mengakomodir perbedaan pendapat, terbuka,
dan prospektif ke masa depan. Tetapi,
setelah masa asy-Syafi’i urutan sumber
atau dalil munsyi’ dan muzhir berubah
menjadi al-Qur’an, as-sunnah, al-ijma’,
dan al-giyas. Kemudian lapangan ijmak
dibatas pada pengetahuan yang umum
sagja (‘ilm al-‘ammah) yang hanya
memungkinkan terjadi pada masa sahabat,
sedangkan sebelumnya termasuk juga
pengetahuan yang spesifik (‘ilm al-
khassah). ijmak dikonstruksi

menjadi suatu prinsip pengekang untuk

Prinsip

mempertahankan keseragamean teori hukum,
dan status quo. Hal ini juga sekaligus
sebaga faktor penyebab terjadi perubahan
dan pergeseran paradigma ijmakdalam
konstalas dinamika pemikiran hukum
Islam. Lebih diketatkan dan diperparah
lagi pada masa klasik, ijmak menjadi
teori dan doktrin hukum yang sudah
find, rigid, statis, formal, tidak prospektif
ke masa depan, dan tidak memungkinkan
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lagi untuk terjadi ijmakdi masa-masa
yang akan datang, sehingga terjadilah
ijtihad

konformitas berkembang pesat, dan

kesan “pintu tertutup” dan
fanatik mazhab, terutama kepada mazhab
yang empat. Kondis ini terjadi cukup
lama sgjak pertengahan abad 1V H/abad
X M hingga abad XIIl H/abad XI1X M.
Oleh karena itu, merekonstruksi konsep
ijmakdi era modern ini sudah menjadi
suatu keniscayaan, sehingga keberadaannya
mampu menjawab berbagai kebutuhan
dan tantangan zaman, serta kasus-kasus
hukum baru yang terjadi. Kedua, model
ijmak yang diperlukan di era modern ini
adalah ijmak demokratis yang diorganisir
dalam bentuk lembaga legidlatif tingkat
nesond (ijma’ asy-sya’bi) dan internasond
(ijma’ ad-dauliyyah). Lembaga-lembaga
ini diperlukan untuk mengakomodasi
berbagai kepentingan dan kesepakatan di
masing-masing negara-bangsa (nation
state) dan berbaga negara itu dalam
skala international untuk membahas dan
membicarakan sekaligus mengambil
kesepakatan dalam menyahuti kasus-
kasus kemanusiaan, Hak Asas Manusia
(HAM), keadilan, ekonomi, dan terorisme.
Ha ini secara teknis dapat dilakukan
dengan mengakan pertemuan diaog
informal, seperti  Non Govermental

Organization International, atau pertemuan



diadog formal antar negara-bangsa tanpa

memandang latarbelakang etnis, ras,

agama, dan budaya, yang penting secara
memiliki

prinsip bersama-sama

komitmen terhadap perbaikan hidup
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manusia di dunia Internasional. Hasil-
hasil ijmak formal dan non forma itu
pada saatnya bisa diubah sgaan dengan
perkembangan situass dan kondisi

Zaman.



